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Kata Pengantar

Dua dekade pascareformasi, telah memunculkan
perubahan-perubahan substantif dalam internal TNI dan
hubungan sosial kemasyarakatannya. Dalam konteks internal
TNI misalnya telah dilakukan penghapusan Dwi Fungsi
ABRI, hak politik prajurit, pembatasan jabatan sipil, dan
penghapusan fraksi ABRI di Parlemen. Sementara pada aspek
sosial kemasyarakatan, tidak ada lagi pengekangan kebebasan
sipil yang biasa dilakukan aparat militer ketika Orde Baru.

Istilah Reformasi TNI (Tentara Nasional Indonesia) awalnya
muncul pada masa reformasi 1998, sebagai isu yang terkait dengan
upaya reformasi internal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
(ABRI). Munculnya istilah ini merupakan respon kalangan TNI
terhadap desakan publik atas penghapusan peran politik dan
ekonomi TNI serta akuntabilitas mereka terhadap pelanggaran-
pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan sebelum
1998. Tuntutan tersebut berujung pada jatuhnya pemerintahan
Rezim Orde Baru (Orba).!

Reformasi militer menjadi agenda penting dalam rangka
menciptakan tentara yang tangguh dan profesional. Pintu-

1 IDSPS. Backgrounder 4: Reformasi TNI, dalam Jaleswari
Pramodhawardani dan Mufti Mukaarim. Reformasi Tentara Nasional Indonesia:
Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan Untuk Organisasi Masyarakat
Sipil. Sebuah ToolKkit.
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pintu yang menghubungkan militer dengan politik praktis
kemudian ditutup. Konsiderans huruf d, TAP MPR No. VI/
MPR/2000 Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri,
mengatakan bahwa peran sosial politik dalam dwifungsi
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyebabkan
terjadinya penyimpangan peran dan fungsi TNI dan Polri
yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi
dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
Begitu pun dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004
tentang Tentara Nasional Indonesia yang menjadi pondasi
penting dalam upaya reformasi militer.

Namun demikian, reformasi TNI pasca 20 tahun
reformasi tentu bukan tanpa catatan. Reformasi akan terus
berjalan demi TNI yang tangguh dan Profesional. Dekade
pertama pascareformasi memang memunculkan perubahan-
perubahan substantif. Namun pada dekade ke dua, reformasi
TNI justru seperti berada di jalan sunyi yang nyaris tanpa
rencana yang presisi dan capaian yang impresif. Selain
pelbagai kasus kekerasan yang dilakukan oknum prajurit TNI
terhadap masyarakat, pelbagai kasus-kasus yang tercatat juga
menyangkut ketidakpatuhan atas kebijakan dan keputusan
politik negara, pelibatan TNI di luar Operasi Militer Selain
Perang (OMSP), penempatan TNI aktif pada jabatan sipil
yang dikecualikan UU TNI, serta kegiatan politik praktis.’

Pelbagai  catatan SETARA  tersebut  semakin
memperlihatkan pentingnya pemantauan dan riset-riset
mengenai reformasi TNI. Agenda-agenda reformasi militer
tidak akan berjalan jika hanya diletakkan di atas kertas tanpa
tindakan atau aksi nyata yang presisi. Berdasarkan kondisi
demikian, SETARA Institute kemudian menyusun catatan
kinerja ini dengan merekam peristiwa-peristiwa pasca Orde
Baru yang menjadi bagian dari reformasi TNI, baik yang

2 Lihat Ringkasan Eksekutif SETARA Institute mengenai
Catatan Kinerja 2 Dekade Reformasi TNI pada https:/setara-institute.
org/jalan-sunyi-reformasi-tni/
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menjadi langkah mundur maupun langkah maju reformasi
TNI.

Selain itu, buku yang tengah anda baca ini merupakan
hasil dua laporan, yakni Catatan Kinerja Reformasi TNI 2021
dan Temuan Survei Opini Ahli Mengenai Kualitas Kandidat
Panglima TNI. Buku ini di susun sebagai partisipasi elemen
masyarakat sipil, dalam hal ini SETARA Institute, terhadap
reformasi TNI pasca 20 tahun reformasi. Melalui laporan ini,
tetap bergulir harapan agar TNI terus melakukan reformasi
internal, pun demikian sipil juga harus mengawasi dan
menghormati upaya reformasi yang tengah dilakukan TNI.
Melalui laporan ini juga, diharapkan dapat menjadi bahan
evaluasi bagi pemerintah, dan TNI secara khusus, agar
kebijakan-kebijakan yang dibuat maupun tindakan-tindakan
yang diambil selalu selaras dengan Reformasi TNI dan
mencerminkan niatan mewujudkan tentara yang tangguh
dan profesional.

SETARA Insitute for Democracy and Peace

Hendardi

Ketua Badan Pengurus,
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BAGIAN I

Catatan Kinerja
Reformasi TNI 2021






BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI)

ke-76 pada 05 Oktober dan dua tahun kepemimpinan
Joko Widodo dan Ma’ruf Amin pasca dilantik pada 20
Oktober 2019 lalu menjadi Presiden dan Wakil Presiden
RI. Atas dasar kondisi tersebut, catatan kinerja ini di susun
guna menjadi masukan sekaligus untuk pemerintahan
Presiden Joko Widodo dan TNI. Reformasi TNI menjadi
salah satu amanat penting pascareformasi, khususnya untuk
memastikan profesionalitas TNI melalui ketiadaan Dwi
Fungsi ABRI seperti ketika Orde Baru.

Bulan Oktober 2021 menandakan dua hal, yakni Hari

Catatan kinerja reformasi TNI 2021 ini menjadi catatan
ketiga SETARA Institute mengenai reformasi TNI. Dalam
catatan SETARA Institute pada tahun 2019 yang berjudul
“Jalan Sunyi Reformasi TNI”,' secara spesifik pada periode
pertama (2014-2019) Presiden Joko Widodo, SETARA
Institute mencatat bahwa agenda reformasi TNI seperti
berada di jalan sunyi yang nyaris tanpa rencana yang presisi
dan capaian yang impresif. Pelbagai kebijakan dan persoalan
yang terjadi justru mencerminkan terjadinya inkonsistensi
reformasi TNI. Inkonsistensi ini dimungkinkan terjadi
karena ketiadaan roadmap reformasi TNI yang mampu

1 Lihat Setara Institute. 2019. Jalan Sunyi Reformasi TNI. Dapat
diakses pada http://setara-institute.org/jalan-sunyi-reformasi-tni/



mengantisipasi stagnasi dan kemunduran reformasi TNIL
Beberapa persoalan yang tercatat, diantaranya:

1.

Ketiadaan revisi UU No. 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer dalam Prolegnas 2015-2019.
Bahkan revisi UU Peradilan Militer juga tak
disinggung lagi dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun
dalam Prolegnas;

Instruksi terhadap anggota TNI dan Polri untuk
menjelaskan dan menyosia-lisasikan program-
program pemerintah, kerja-kerja pemerintah
yang telah banyak dilakukan, dan capaian kinerja
pemerintah kepada masyarakat;

Pelibatan TNI dalam pelbagai ranah sipil,
seperti program ketahanan pangan, cetak sawah,
pengawasan harga sembako, BULOG, dan
pengenalan lingkungan sekolah;

MoU TNIdengan pelbagai Kementerian/ Lembaga;

Wacana penempatan prajurit aktif TNI di jabatan
sipil; dan

Wacana revisi UU TNI yang salah satu poinnya
adalah penambahan enam K/L yang dapat diduduki
oleh prajurit aktif, yakni Kementerian Koordinator
bidang Kemaritiman, Staf Kepresidenan, BNPT,
BNPB, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dan
Badan Keamanan Laut.?

Pelbagai persoalan diatas mencerminkan tengah
terjadinya stagnasi atau bahkan kemunduran reformasi TNI
pada era pemerintahan Jokowi di periode pertama. Padahal
sejak tahun 2014, dalam dokumen pendaftaran pasangan
capres dan cawapres yang diunggah Komisi Pemilihan
Umum (KPU) ke situs web www.kpu.go.id, Presiden Joko

2 Ibid.



Widodo yang ketika itu masih berstatus calon Presiden
dengan wakilnya Jusuf Kalla, telah berjanji menyelesaikan
masalah HAM masa lalu dan merevisi Undang-Undang
Peradilan Militer.* Namun pelbagai kasus pelanggaran HAM
masa lalu yang diduga melibatkan militer pun hingga kini
juga belum tuntas. Begitu pun revisi UU Peradilan Militer
yang tidak kunjung dilakukan.

Pada catatan kinerja yang disusun SETARA Institute
berikutnya (2020) mengenai kondisi reformasi TNI di
tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan
Ma’ruf Amin (2019-2020), agenda reformasi TNI pun tidak
banyak berubah. Pelbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu
belum tuntas, UU Peradilan Militer tidak kunjung di revisi,
pemberian jabatan sipil untuk TNI aktif diluar ketentuan UU
No. 34 Tahun 2004 tentang TNI pun masih terjadi. Agenda-
agenda reformasi militer tentu tidak akan berjalan jika
hanya diletakkan di atas kertas dan digunakan untuk bahan
kampanye, karena agenda ini menjadi bagian tak terpisahkan
dari amanat reformasi. Stagnasi dan kemunduran reformasi
TNI di periode pertama Presiden Joko Widodo (2014-2019)
ternyata belum mendapatkan evaluasi yang presisi pada
pemerintahan berikutnya.

Pelbagai  catatan SETARA  tersebut semakin
memperlihatkan pentingnya pemantauan dan riset-riset
mengenai reformasi TNI. Agenda-agenda reformasi militer
tidak akan berjalan jika hanya sebatas di atas kertas. Dengan
pelbagai persoalan tersebut, SETARA Institute kemudian
menyusun catatan kinerja reformasi TNI 2021. Catatan
kinerja berbasis tahun-pertahun ini agar dapat melihat
agenda reformasi TNI secara mendetail dan kontinu, serta
guna menjadi dasar bagi evaluasi dan perumusan kebijakan
negara untuk terus menerus mendorong reformasi TNI

3 Kompas.com. (21 April 2014). Ini Janji Jokowi-JK soal HAM. Dapat
diakses pada https://nasional kompas.com/read/2014/05/21/1630112/Ini.
Janji.Jokowi-JK.soal HAM



sebagaimana mandat konstitusional dan legalnya, menjadi
alat pertahanan negara yang profesional dan unggul.

B. Mengapa Catatan Kinerja Ini Disusun?

Catatan kinerja ini di susun dengan tujuan: (1) Mengawal
amanat reformasi, khususnya yang berkaitan dengan TNI;
(2) Mengawal reformasi TNI, baik secara internal maupun
eksternal; (3) Mengawal agenda-agenda pemerintah yang
berkaitan dengan reformasi TNI; dan (4) Sebagai bahan
informasi dan pengetahuan publik mengenai reformasi TNI.

C. Bagaimana Catatan Kinerja Ini Disusun?

Catatan kinerja ini di susun dengan menggunakan
kerangka 7 mandat reformasi TNI yang dideduksi dari TAP
MPR No. VII/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Peran TNI
dan Peran Polri dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia. Pada 7 mandat tersebut, SETARA
Institute mengeloborasi pencapaian/kemajuan dan stagnasi
yang dibiarkan oleh negara dan institusi TNI. Adapun 7
mandat reformasi TNI tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)
dan supremasi sipil, bahwa TNI dituntut untuk
menghormati hak asasi manusia termasuk memastikan
prinsip supremasi sipil dalam penyelenggaraan negara
tetap terjaga.

2. Kepatuhan terhadap kebijakan dan keputusan
politik negara, bahwa TNI tidak melakukan operasi
selain operasi menjaga pertahanan republik kecuali
berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara,
yang dituangkan dalam UU maupun keputusan politik
presiden sebagai Panglima tertinggi TNIL.



3. Kedisiplinan terhadap operasi militer selain
perang (OMSP), bahwa operasi militer selain
perang hanya bisa dijalankan secara terbatas pada
kegiatan-kegiatan yang diatur berdasarkan UU
dan keputusan politik negara.

4. Rotasi Antarmatra Posisi Panglima TNI, bahwa
untuk menjaga soliditas korps TNI, maka posisi
Panglima TNI secara reguler digilir antarmatra,
Angkatan Darat (AD)-Angkatan Udara (AU)-
Angkatan Laut (AL).

5. Jaminan atas penghasilan yang layak, bahwa
pemerintah menjamin penghasilan yang layak bagi
anggota TNI, bukan hanya untuk meningkatkan
profesionalitas TNI tetapijuga memastikan anggota
TNI tidak menjalankan bisnis, sebagaimana di
masa Orde Baru.

6. Larangan menduduki jabatan sipil, bahwa
anggota TNI dilarang menduduki jabatan sipil,
sebagai bentuk pengukuhan prinsip supremasi
sipil.

7. Larangan terlibat politik praktis dan kegiatan
bisnis, sebagai alat pertahanan negara, anggota
TNI dilarang terlibat dalam politik praktis dan
kegiatan bisnis.

D. Pengumpulan Data

Data-data dalam catatan kinerja di kumpulkan dengan
cara dan menggunakan: kajian/studi kebijakan, pemantauan
dan implementasi kebijakan, partisipatory action research
dalam advokasi sektor keamanan, pemanfaatan pemberitaan
media massa, baik cetak maupun online, serta dari riset-
riset yang telah ada sebelumnya. Adapun rentang waktu
peristiwa/persoalan yang disusun dalam laporan ini adalah



yang terjadi dari 05 Oktober 2020 hingga 04 Oktober 2021.
Persoalan-persoalan yang terdokumentasi dan informasi
yang dikumpulkan merupakan persoalan yang berkaitan
dengan reformasi TNI dan kemudian diolah sesuai dengan
metodologi penelitian.|]



BAB 2
Deskripsi Mandat Reformasi TNI

A. Deskripsi Ketidakterpenuhan Mandat
Reformasi TNI

i tahun pertama periode ke dua pemerintahan
DPresiden Jokowi, agenda reformasi militer belum

menunjukkan kemajuan. Beberapa persoalan yang
muncul justru mengulang kembali persoalan tahun-tahun
sebelumnya. Hal ini tentu bukan hanya memperlihatkan
ketiadaan political will dari pemerintah dalam agenda
reformasi TNI, tetapi juga memperlihatkan agenda reformasi
TNI ini tengah menghadapi jalan buntu.

Namun demikian, pada tahun kedua pun, kondisi
serupa masih terjadi. SETARA mencatat beberapa persoalan
yang kembali mengulang kembali persoalan tahun-tahun
sebelumnya mengenai ketidakterpenuhan reformasi TNIL
Pada tahun kedua ini, SETARA Institute mencatat persoalan-
persoalan dalam agenda reformasi TNI terletak pada tiga [3]
locus mandat reformasi TNI, yakni penghormatan terhadap
HAM dan supremasi sipil, kepatuhan terhadap kebijakan dan
keputusan politik negara, dan larangan menduduki jabatan
sipil.

1.  Penghormatan Terhadap HAM dan Supremasi Sipil

Demokrasi dan reformasi menempatkan HAM dan
supremasi sipil sebagai dua hal yang dijunjung tinggi. Militer,
melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang



Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) telah diatur untuk
menjadikan dua hal tersebut sebagai acuan dan prinsip dalam
membangun dan mengembangkan TNI secara professional
sesuai kepentingan negara.* Pasal 2 huruf d UU TNI telah
menyebutkan bahwa Tentara Profesional, yaitu tentara yang
terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik
praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta
mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip
demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan
hukum nasional, dan hukum internasional yang telah
diratifikasi.

Namun demikian, dalam laporan ini SETARA mencatat
bahwa mandat ini menjadi locus dengan sumbangan
terbanyak terhadap kendala-kendala agenda reformasi TNI.
Persoalan-persoalan tersebut sebagai berikut:

a. Kekerasan oleh Aparat TNI terhadap Masyarakat
Sipil;

SETARA mencatat setidaknya terdapat 4 (empat)
kasus yang mendapat sorotan publik luas terkait kekerasan
aparat TNI terhadap masyarakat yang terjadi selama periode
penelitian ini. Kasus-kasus tersebut adalah:

1. Kasus di Purwakarta;

Pada Juni 2021 lalu, penculikan dan penganiayaan
oleh 6 oknum prajurit TNI Angkatan Laut (AL) terhadap
2 orang warga sipil hingga menyebabkan 1 orang
meninggal dunia di Purwakarta. Menurut Komandan
Puspomal Laksamana Muda TNI Nazali Lempo dalam
keterangannya di Markas Pusat Polisi Militer TNI
AL, Kelapa Gading, persoalan ini bermula dari aduan
orang tua dari calon istri salah satu oknum prajurit

4 Konsiderans huruf d Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
Tentang Tentara Nasional Indonesia
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bahwa mereka telah kehilangan mobil. Oknum TNI
itu kemudian berinisiatif membantu dengan mencari
kemana mobil milik keluarga pacarnya ini. Dalam
proses pencarian itu, ia pun melibatkan lima temannya
di TNI AL. Setelah dilakukan pencarian, pelaku yang
merupakan dua orang warga sipil ini pun ditemukan
dan para anggota TNI tersebut langsung membawa dua
pelaku ke Wisma Atlet Purwakarta.®

2. Kasus di Merauke;

Dua oknum personel prajurit TNI AU melakukan
kekerasan terhadap seorang warga viral di media sosial.
Kasus tersebut terjadi di Merauke pada Juli 2021. Dalam
video yang beredar, terlihat salah seorang anggota
mengamankan pria tersebut dengan cara memitingkan
badan ke tanah. Sedangkan, satu prajurit lainnya terlihat
menginjak kepala warga tersebut dengan sepatunya.
Diketahui, keduanya merupakan anggota Polisi Militer
Angkatan Udara (POM AU).¢

3. Kasus di Kupang, NTT;

Dua oknum prajurit TNI berinisial AOK dan
B menganiaya seorang anak kelas IV Sekolah Dasar

5 CNNIndonesia. 18 Juni2021. Kronologi 6 Prajurit TNI AL Keroyok
Warga di Purwakarta. Dapat diakses pada https://www.cnnindonesia.
com/nasional/20210618124901-12-656173/kronologi-6-prajurit-tni-al-
keroyok-warga-di-purwakarta. Lihat juga sumber lainnya pada https:/
nasional.sindonews.com/read/459470/14/ksal-minta-6-anggota-tni-al-
pelaku-penganiayaan-warga-hingga-tewas-dihukum-berat-1623996390
dan https://www.gatra.com/detail/news/514864/hukum/tni-al-akui-
oknum-anggotanya-terlibat-penganiayaan

6 Kompas.com. 27 Juli 2021. TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan
Kekerasan Terhadap Warga di Merauke. Dapat diakses pada https://
nasional. kompas.com/read/2021/07/27/20203221/tni-au-tahan-prajurit-
yang-lakukan-kekerasan-terhadap-warga-di-merauke
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(SD) berusia 13 tahun di upang, Nusa Tenggara Timur
(NTT). Kejadian ini terjadi pada 19 Agustus 2021. Ayah
dari korban menceritakan bahwa anaknya dianiaya
karena dituduh mencuri ponsel dan dipaksa untuk
mengakui perbuatan tersebut. Selama belum mengaku,
korban terus dianiaya oleh dua prajurit TNT itu. Akibat
penganiayaan dua prajurit TNI tersebut, korban dirawat
intensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Baa
karena beberapa bagian tubuhnya luka dan memar.’
Korban pun diantar oleh AOK ke rumah dengan kondisi
telanjang dan babak belur. Ayah dari korban mengatakan
bahwa dirinya bingung karena anaknya dipaksa untuk
mengembalikan handphone hasil curian padahal bukan
anaknya yang mencuri.*

4. Kasus di Timor Tengah Utara, NTT;

Seorang oknum Koramil, Kopral Kepala (Kopka)
EP diduga menganiaya 2 pelajar, YN (17) dan MJ (15)
di Timor Tengah Utara, NTT pada Agustus 2021. Kopka
EP menganiaya kedua pelajar lantaran diduga melanggar
protokol kesehatan. Hal tersebut dikonfirmasi oleh
Kapenrem 161/Wirasakti, Kapten Dafrian. Kejadian
bermula ketika Kopka EP yang baru pulang dari
pelaksanaan PPKM pun berupaya membubarkan
sekumpulan orang beserta 2 pelajar yang dimaksud.
Akan tetapi mereka melarikan diri sehingga Kopka
mengejar ke rumah pelajar tersebut yang kurang lebih

7 Tirto.id. 23 Agustus 2021. Dua Prajurit TNI Penganiaya Bocah
13 Tahun Ditahan di Denpom Kupang. Dapat diakses pada https:/tirto.
id/dua-prajurit-tni-penganiaya-bocah-13-tahun-ditahan-di-denpom-
kupang-giRM

8 CNN Indonesia. 23 Agustus 2021. 2 Prajurit TNI Penyiksa Anak
SD Ditahan di Denpom Kupang, NTT. Dapat diakses pada https://www.
cnnindonesia.com/nasional/20210823100628-20-683892/2-prajurit-tni-
penyiksa-anak-sd-ditahan-di-denpom-kupang-ntt
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jaraknya 400-an meter dari lokasi. Saat itulah kemudian
terjadi penganiayaan oleh Kopka EP terhadap ke-2
pelajar.’

Secara kuantitas, keempat kasus tersebut tentu
tidak dapat mewakili pelbagai tindakan/ dugaan
tindak kekerasan yang dilakukan oknum prajurit TNI
terhadap masyarakat. Sebab, kasus-kasus kekerasan itu
ibarat puncak gunung es, terutama jika rentang waktu
diperluas. Namun, secara umum, empat kasus tersebut
memberi gambaran kepada masyarakat bahwa kasus
kekerasan oleh aparat itu masih terjadi hingga kini,
bahkan anak-anak dapat menjadi korban.

Persoalan kekerasan ini semakin sulit terselesaikan
lantaran TNI masih “menikmati” privilege selama
belum di revisinya UU No. 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer. UU tersebut menjadi alat langgengnya
impunitas, karena memiliki yurisdiksi untuk mengadili
aparat militer yang melakukan tindak pidana umum,
padahal idealnya mereka harus diadili di pengadilan
umum.” Alhasil, pelbagai kasus kekerasan vyang
dilakukan oknum prajurit TNI terhadap masyarakat
justru diadili di pengadilan militer. Salah satu kritikan
terhadap proses di pengadilan militer adalah sifatnya
yang cenderung tertutup, tidak transparan dan tidak
mengakomodir kepentingan korban, sehingga akibatnya
mudah ditebak, pelaku diadili dengan hukuman rendah
atau hukuman yang belum memberikan efek jera."

9 Detiknews. 01 Agustus 2021. Aniaya 2 Pelajar Gegara Langgar

Prokes di NTT, Kopka EP Diamankan. Dapat diakses pada https://news.
detik.com/berita/d-5664866/aniaya-2-pelajar-gegara-langgar-prokes-
di-ntt-kopka-ep-diamankan lihat juga pada https:/news.detik.com/
berita/d-5664876/dandim-minta-maaf-kopka-ep-aniaya-2-pelajar-di-ntt

10 Kontra$, 2009, Menerobos Jalan Buntu: Kajian terhadap Sistem

Peradilan Militer di Indonesia, KontraS: Jakarta.

11 Kompas.com. 23 November 2017. Hendardi Usulkan Revisi

UU TNI Terkait Praktik Peradilan bagi Anggota TNI. Dapat diakses
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b. Minimnya Imparsialitas/akuntabilitas Peradilan
Militer;

Salah satu kasus yang menyita perhatian publik terkait
penganiayaan prajurit TNI ke masyarakat sipil adalah kasus
penyiksaan/pengeroyokan 11 anggota TNI AD dari Batalyon
Perbekalan Angkutan (Yon Bekang) 4/Air terhadap seorang
pria bernama Jusni (24 tahun) hingga tewas di Tanjung Priok,
Jakarta Utara, pada 9 Februari 2020 lalu. Ke-11 prajurit TNI
tersebut memang diseret ke pengadilan, tapi dituntut dengan
hukuman yang sama sekali tak mencerminkan keadilan.”
Tuntutan hukuman “yang hanya” 1 (satu) sampai 2 (dua)
tahun penjara tersebut memicu ketidakpuasan keluarga
korban.”

Masing-masing terdakwa dituntut hukuman penjara
dengan lama waktu yang berbeda. Dua orang di antaranya
dituntut agar dipecat dari TNI Angkatan Darat.* Menurut

pada https://nasional. kompas.com/read/2017/11/23/20304401/hendardi-
usulkan-revisi-uu-tni-terkait-praktik-peradilan-bagi-anggota-tni. Lebih
lanjut, dalam konteks peradilan militer, sejak 2005 desakan untuk
merevisi UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pun telah
mengemuka. Sistem ini dianggap menjadi alat langgengnya impunitas,
karena memiliki yurisdiksi untuk mengadili aparat militer yang
melakukan tindak pidana umum, padahal idealnya mereka harus diadili
di pengadilan umum. Alhasil, berbagai kasus pelanggaran HAM berat
justru diadili di pengadilan militer. Prosesnya tertutup, tidak transparan
dan tidak mengakomodir kepentingan korban, sehingga akibatnya mudah
ditebak: pelaku yang diadili hanyalah pelaku lapangan, hukuman rendah
sementara kebenaran tidak terungkap. Lebih jauh, hak-hak korban juga
tak kunjung dipenuhi (KontraS$, 2009).

12 Tirto.id. 22 November 2020. Keadilan Telah Runtuh: Hukuman
Ringan TNI yang Siksa & Bunuh Jusni. Dapat diakses pada https://tirto.
id/keadilan-telah-runtuh-hukuman-ringan-tni-yang-siksa-bunuh-jusni-
f7ed

13 Kompas.com. 17 November 2020. Tak Puas dengan Tuntutan
11 Oknum TNI, Keluarga Korban Penganiayaan Akan Mengadu ke
Komnas HAM. Dapat diakses pada https://megapolitan.kompas.com/
read/2020/11/17/20530371/tak-puas-dengan-tuntutan-11-oknum-tni-
keluarga-korban-penganiayaan-akan

14 Untuk rincian nama dan hukuman masing-masing terdakwa,
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Kontra$, rendahnya tuntutan itu membuktikan bahwa proses
persidangan berjalan tidak objektif dan tidak adil.”* Selain itu,
tuntutan rendah tersebut juga disertai dugaan rekomendasi
sang atasan agar oditur militer meringankan hukuman.®
Bentuknya adalah rekomendasi keringanan hukuman dari
Kapusbekangad Mayjen TNI Isdarmawan Ganemoeljo yang
tertuang dalam surat Kapusbekangad R/622.06/12/293/
subditpamoster tanggal 30 Juni 2020. Surat tersebut memang
merupakan faktor yang meringankan para tentara ini, selain
bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan.”

Namun, menurut Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI
Mayjen Achmad Riad, tidak ada yang salah dari rekomendasi
tersebut. Sebab, hal tersebut merupakan praktik yang lazim
dan memastikan TNI tidak ikut campur dalam proses hukum.
Terlebih apa yang disampaikan Papera (Perwira Penyerah
Perkara) kepada oditur bukan intervensi, tetapi undang-
undang memberi kewenangan kepada mereka dengan
pertimbangan kepentingan militer dan hukum. Undang-
undang yang dimaksud adalah UU 31/1997. Pasal 123 poin g
menyatakan Papera menentukan perkara berhak diselesaikan
secara hukum prajurit, sementara poin h menutup perkara
demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/
militer.’

Bagi pakar hukum pidana dari Australian National

silakan lihat Kompas.com. 17 November 2020. 11 Oknum TNI Terlibat
Penganiayaan hingga Tewas, Dituntut Penjara, 2 Orang Ditambah
Pemecatan. Dapat diakses pada https://megapolitan.kompas.com/
read/2020/11/17/16582081/11-oknum-tni-terlibat-penganiayaan-hingga-
tewas-dituntut-penjara-2-orang?page=all

15 Mediaindonesia. 20 November 2020. Tuntutan 11 Anggota
TNI Pengeroyok Sipil masih Rendah. Dapat diakses pada https:/
mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/362464/tuntutan-11-anggota-
tni-pengeroyok-sipil-masih-rendah

16 Op.cit. Tirto.id. 22 November 2020.

17 Ibid.

18 1Ibid.
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University Leopold Sudaryono, rekomendasi yang dianggap
lazim itu mengerikan, karena sama saja memaklumi
penganiayaan terhadap sipil dan pelakunya wajar dihukum
ringan. Ia juga khawatir hal ini akan diikuti oleh pejabat lain
di lingkungan TNI. Ketimbang memberikan rekomendasi
meringankan, pimpinan TNI semestinya memberikan
hukuman yang setara atau bahkan lebih dibanding hukuman
bagi sipil yang melakukan hal yang sama."

Lebih lanjut, potret impunitas melalui tuntutan yang
rendah tersebut semakin mengecewakan dengan putusan
tingkat banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta,
melalui Putusan Nomor 86-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2020
menghapus sanksi pidana tambahan berupa pemecatan dari
dinas militer kepada Letda Oky Abriansyah dan Serda Mikhael
Julianto Purba yang merupakan anggota TNI dari kesatuan
Satangair Pusbekangad Yonbekang 4/Air. KontraS, Imparsial
dan pendamping hukum keluarga korban menyayangkan
Putusan tingkat banding tersebut. Sebab, ditiadakannya
pidana tambahan ini membuktikan bahwa peradilan militer
bukanlah tempat yang tepat untuk mengadili anggota TNI
yang melakukan tindakan pidana atau kejahatan.”

¢. Pengaturan Komponen Cadangan;

Salah satu kritikan terhadap UU Nomor 23 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk
Pertahanan Negara (UU PSDN) adalah pengaturan mengenai
pembentukan Komponen Cadangan (Komcad). Selain
mengenai urgensi pembentukannya yang dipertanyakan,

19 Ibid.

20 KontraS.org. 22 April 20201. Pengadilan Militer Tinggi II
Jakarta Menghapus Sanksi Pemecatan Terhadap Para Pelaku Penyiksaan,
Bukti Peradilan Militer Menjadi Ruang Impunitas. Dapat diakses pada
https://kontras.org/2021/04/22/pengadilan-militer-tinggi-ii-jakarta-
menghapus-sanksi-pemecatan-terhadap-para-pelaku-penyiksaan-bukti-
peradilan-militer-menjadi-ruang-impunitas/
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kritikan masyarakat sipil terhadap Komponen Cadangan juga
mengenai persoalan hak-hak konstitusional warga negara dan
mengganggu kehidupan demokrasi.”!

Salah satunya mengenai pengaturan penggunaan
Hukum Militer bagi Komponen Cadangan selama masa
aktif sebagaimana diatur pada pada Pasal 46 UU PSDN.
Pasal ini secara eksplisit mengamanatkan agar sipil tunduk
kepada hukum militer. Padahal Pasal 9 UU No. 31 Tahun
1997 Tentang Peradilan Militer mengatur lingkup wewenang
Peradilan Militer dimana Komcad tidak termasuk. Pasal
65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI pun secara
eksplisit juga telah menyebutkan bahwa yang tunduk kepada
kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum
pidana militer adalah prajurit. Disisi lain, revisi UU Peradilan
Militer agar militer tunduk kepada hukum sipil ketika
melakukan tindak pidana diranah sipil masih menemui jalan
buntu.

Persoalan berikutnya berkaitan dengan UU PSDN
tidak mengadopsi prinsip dan norma HAM secara penuh.
Pasal 51-56 UU PSDN memang mengatur pendaftaran
komponen cadangan oleh warga negara bersifat sukarela.
Namun prinsip kesukarelaan dalam ketentuan pendaftaran
Komponen Cadangan tidak dipandang secara luas. Sebab
ketika warga negara mendaftar secara sukarela, mereka terikat
selamanya tanpa ada peluang untuk mengubah pilihannya.
Prinsip kesukarelaan seharusnya juga memberikan peluang
bagi warga negara yang sudah mendaftar secara sukarela
mengubah opsi mereka jika dilakukan mobilisasi berdasarkan

21 Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor
Keamanan. 25 Januari 2021. Pembentukan Komponen Cadangan
Pertahanan Negara Tidak Mendesak dan Harus Ditunda: Tuntaskan
Reformasi TNI. Lihat https://imparsial.org/pembentukan-komponen-
cadangan-pertahanan-negara-tidak-mendesak-dan-harus-ditunda-
tuntaskan-reformasi-tni/
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kepercayaannya (conscientious objection).”

Namun, pengaturan Komponen Cadangan tidak
memberi ruang pengaturan untuk menolak mengikuti
Komcad berdasarkan keyakinan (conscientious objection)
ini. Sebab pada dasarnya terdapat potensi warga negara yang
menolak mengikuti wajib militer karena hati nurani dan
keyakinannya melarang untuk terlibat dalam setiap setiap
bentuk kekerasan dan penggunaan senjata serta pembunuhan.
Conscientious objectors merupakan bagian dari Resolusi PBB
ke-88 pada 1998 berisi penolakan terhadap wajib militer.
PBB mencoba mengakui hak asasi manusia yang mempunyai
keyakinan agamanya bahwa penyelesaian konflik tidak harus
dengan senjata.

2. Kepatuhan Terhadap Kebijakan Dan Keputusan Politik
Negara

Pasal 5 UU TNI mengamanatkan bahwa TNI berperan
sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam
menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan
politik negara. Kemudian Pasal 7 ayat (3) mengatur bahwa
pelibatan TNI dalam Operasi Militer Untuk Perang (OMUP)
dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dilaksanakan
berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.”
Namun demikian, pada beberapa kasus yang berkaitan
dengan keterlibatan TNI ke ranah sipil, justru tidak mengacu
atau tidak berdasarkan keputusan politik negara. Laporan ini
mencatat sebagai berikut:

22 Ibid.

23 Penjelasan Pasal 5 UU TNI mendefinisikan kebijakan
dan keputusan politik negara sebagai kebijakan politik pemerintah
bersamasama Dewan Perwakilan Rakyat yang dirumuskan melalui
mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan Dewan Perwakilan
Rakyat, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
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Keterlibatan TNI Menurunkan Baliho FPI

20 November 2020 lalu, aparat TNI terlibat dalam
penurunan spanduk dan baliho bergambar pimpinan Front
Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab (HRS). Pangdam
Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menegaskan bahwa
keterlibatan TNI dalam penurunan baliho HRS tersebut
atas perintahnya.** Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung
Abdurachman mengungkapkan bahwa terdapat kendala
yang dihadapi Satpol PP DKI Jakarta saat menurunkan
baliho HRS, sebab Satpol PP DKI dihadang oleh massa FPI
saat hendak menurunkan baliho HRS.»

Pengerahan atau pelibatan TNI dalam penurunan baliho
ini tentu tidak memiliki dasar hukumnya dalam pengaturan
UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Sebab, UU TNI secara
eksplisit menyebut bahwa TNI dalam perannya sebagai alat
negara di bidang pertahanan dan dalam pelaksanaan OMSP
harus dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan
politik negara. Sehingga, arahan Pangdam Jaya dalam hal
ini tidaklah tepat. Selain itu, urgensi pelibatan TNI pun
juga tidak logis. Sebab, meskipun dihalangi massa FP]I, tidak
mungkin penurunan baliho ini diluar kemampuan Satpol
PP dan Kepolisian untuk menanganinya. Kamtibmas pun
jelas merupakan wilayah kerja Kepolisian dan Satpol PP.
Sebaliknya, penurunan baliho inilah yang bukan kapasitas
militer, karena militer dilatih untuk perang.

Hal lainnya yang tidak kalah penting diawasi bersama,
bahwa pencopotan baliho itu diakui langsung oleh Pangdam

24 Detiknews. 20 November 2020. Sampai TNI yang Harus
Turunkan Baliho Rizieq, Ini Penjelasan Pol PP DKI. Dapat diakses
pada https://news.detik.com/berita/d-5262902/sampai-tni-yang-harus-
turunkan-baliho-rizieq-ini-penjelasan-pol-pp-dki

25 Detiknews. 23 November 2020. Pangdam Jaya: TNI Turunkan
Baliho karena Satpol PP Dihadang FPI. Dapat diakses pada https:/
news.detik.com/berita/d-5266181/pangdam-jaya-tni-turunkan-baliho-
karena-satpol-pp-dihadang-fpi
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Jaya sebagai instruksi darinya, bukan dari otoritas sipil.
Pergerakan militer di ranah sipil tanpa intruksi otoritas
sipil sudah tentu menjadi bagian dari -atau berpotensi-
membuka pintu intervensi militer ke ranah sipil, bahkan
kembali mendekati ranah sosial-politik. Terlebih dinamika
politik yang berkaitan dengan ormas bersangkutan ketika
itu tengah menguat. Militer memang perlu membantu jika
dibutuhkan pemerintahan sipil dalam menjaga stabilitas.
Namun perbantuan tersebut harus jelas dan perlu dirincikan,
salah satunya dalam kondisi seperti apa kebutuhan itu terjadi.

3. Larangan Menduduki Jabatan Sipil

Pasal 47 ayat (1) UU TNI secara eksplisit mengatur
bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah
mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
Namun terdapat beberapa jabatan sipil yang dikecualikan
dari ketentuan ayat (1), seperti yang diatur pada ayat (2)
bahwa Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor
yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan
Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden,
Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan
Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue
(SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung.

Aturan main penempatan jabatan sipil secara jelas
diatur pada ayat berikutnya. Pada ayat (3) diatur bahwa
prajurit menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) didasarkan atas permintaan pimpinan departemen
dan lembaga pemerintahan non departemen serta tunduk
pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan
departemen dan lembaga pemerintah non departemen
dimaksud. Namun, meskipun Pasal 47 UU TNI sudah
mengatur secara jelas dan terang, masih terdapat kebijakan
pemerintah justru tidak sesuai, yakni:
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Penempatan TNI Aktif sebagai Staf Khusus Menparekraf
Bidang Pengamanan Destinasi Wisata dan Isu-Isu Strategis

Jika pada tahun sebelumnya dalam laporan Reformasi
TNI yang disusun SETARA Institute, larangan TNI aktif
menduduki jabatan sipil ini dilanggara melalui penempatan
sejumlah perwira aktif TNI pada posisi Komisaris BUMN.
Kini, deretan prajurit TNI yang menduduki jabatan sipil
di era Presiden Joko Widodo bertambah setelah Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga
Uno mengangkat salah seorang perwira TNI aktif sebagai
Staf Khusus Bidang Pengamanan Destinasi Wisata dan Isu-
Isu Strategis.> Padahal, jabatan di Kemenparekraf bukanlah
menjadi jabatan sipil yang dikecualikan dalam UU TNI.

Penempatan TNI pada sejumlah jabatan sipil diatas
semakin mencerminkan pemerintah tidak belajar dari pelbagai
kritikan masyarakat sipil sebelumnya mengenai penempatan
TNI aktif sebagai Komisaris BUMN. Alasan-alasan
pemerintah yang menyebutkan penunjukan tersebut atas
dasar keahlian dan relevansi, justru pada jabatan-jabatan sipil
diatas tidak memiliki dasar hukumnya. SETARA Institute pun
dalam siaran persnya (13/06/2020) telah menjelaskan bahwa
perluasan peran militer dalam ranah sipil menggambarkan
kemunduran reformasi TNI pada era pemerintahan Presiden
Joko Widodo. Penempatan sejumlah TNI aktif di jabatan sipil
tersebut menggambarkan keengganan (unwilling) pemerintah
dalam pelaksanaan reformasi TNI dan pelaksanaan amanat

peraturan perundang-undangan (dalam hal ini UU TNI).

26 Tirto.id. 25 Mei 2021. Saat Jenderal TNI Menjabat Staf Khusus
Menteri Sandi. Dapat diakses pada https://tirto.id/saat-jenderal-tni-
menjabat-staf-khusus-menteri-sandi-gggW

21



B. Deskripsi Pemenuhan Mandat Reformasi TNI

Selama periode penyusunan catatan kinerja ini,
SETARA Institute juga mencatat beberapa terobosan dan
pemenuhan mandat reformasi TNI yang telah dilakukan
TNI. Pemenuhan mandat ini menjadi kabar baik ditengah
pelbagai catatan dan kritikan terhadap pelaksanaan reformasi
TNI. Pemenuhan mandat tersebut terlihat melalui kebijakan
dan tindakan sebagai berikut:

1. Penghapusan Tes Keperawanan bagi Calon Prajurit
Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad);

TNI AD membuat aturan baru atau petunjuk teknis
(juknis) terkait pemeriksaan kesehatan atau uji badan
bagi calon Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad).
Tes keperawanan dihapus dalam aturan baru tersebut.
Penghapusan tes keperawanan bagi calon Kowad juga
menjadi bentuk penyetaraan antara bagi laki-laki
dan perempuan. Tak hanya calon Kowad, Budiman
menyebut pemeriksaan hymen juga tak lagi berlaku
untuk para calon istri prajurit TNI AD.”

Menurut Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat
(Kapuskesad) Mayjen TNI Budiman mengatakan,
penghapusan tes keperawanan bagi calon prajurit
Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) untuk
menyesuaikan perubahan dan perkembangan zaman.
Hal itu juga sebagaimana instruksi langsung dari Kepala
Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika
Perkasa dalam penyempurnaan materi uji penerimaan
calon prajurit”® Komnas Perempuan mengapresiasi

27 CNN Indonesia. 01 September 2021. TNI AD Resmi Hapus Tes
Keperawanan Calon Kowad-Istri Prajurit. Dapat diakses pada https://
www.cnnindonesia.com/nasional/20210901142039-20-688350/tni-ad-
resmi-hapus-tes-keperawanan-calon-kowad-istri-prajurit

28 Kompas.com. 01 September 2021. TNI AD Sebut Penghapusan
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kebijakan TNI Angkatan Darat yang akan menghapus
pemeriksaan selaput dara calon prajurit Korps Wanita
Angkatan Darat (KOWAD), yang sudah puluhan tahun
menjadi kontroversi.»

2. Sosialisasi HAM dan Hukum Humaniter Internasional
(HHI) bagi Satuan Operasi TNI;

Hal mendasar dalam capaian mandat reformasi
TNI berkaitan dengan HAM dan Supremasi Sipil adalah
TNI mulai membuka diri untuk koreksi, penyamaan
pemahaman, atau pun pelibatan masyarakat sipil dan
institusi negara terhadap pemantauan HAM bagi
TNI. Dalam sosialisasi HAM dan Hukum Humaniter
Internasional (HHI) bagi satuan operasi TNI pada 10
Februari 2021 lalu, TNI menggandeng Komnas HAM,
Kemenkumham, dan Kemenlu. Sosialisasi tersebut
dalam rangka memberikan pembekalan, pengetahuan
dan pemahaman tentang penghormatan, pemenuhan,
pemajuan, perlindungan dan penegakan HAM
khususnya dalam pelaksanaan tugas TNI dibidang
operasi sebagai pertahanan negara.”

Sosialisasi dan internalisasi HAM tersebut tentu
diharapkan perlahan berimplikasi dan menjadi arus

Tes Keperawanan Bentuk Penyesuaian Perkembangan Zaman. Dapat
diakses pada https://nasional.kompas.com/read/2021/09/01/15534531/
tni-ad-sebut-penghapusan-tes-keperawanan-bentuk-penyesuaian-
perkembangan?page=all

29 Voaindonesia. 12 Agustus 2021. Komnas Perempuan Sambut
Baik Penghapusan “Tes Keperawanan” di TNI AD. Dapat diakses pada
https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-sambut-baik-
penghapusan-tes-keperawanan-di-tni-ad/5999328.html

30 Tribunnews.com. 10 Februari 2021. TNI Gandeng 3 Instansi
pada Sosialisasi HAM dan Hukum Humaniter Internasional Untuk
Satuan Operasi. Dapat diakses pada https://www.tribunnews.com/
nasional/2021/02/10/tni-gandeng-3-instansi-pada-sosialisasi-ham-dan-
hukum-humaniter-internasional-untuk-satuan-operasi
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utama dalam setiap tindakan prajurit TNI dalam
melaksanakan tugasnya. Sehingga, di kemudian hari
tindakan-tindakan yang berpotensi melanggar HAM
terhadap masyarakat, seperti kekerasan, penganiayaan
yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI tidak terjadi
lagi. Sosialisasi ini pun juga perlu dilakukan sampai
kepada level prajurit di daerah-daerah.

Selain itu, pada dasarnya sosialisasi ini bukanlah
kali pertama dilakukan. Pada tahun 2007, Kopassus
menyelenggarakan Pelatihan Hukum HAM dan Hukum
Humaniter Internasional dalam Operasi Militer bagi
anggota Kopassus di Makopassus Cijantung. Kegiatan
pelatihan ini dilaksanakan atas kerja sama Kopassus
dengan FRR Law Office dan NCHR (Norwegian Centre
For Human Right) dan dimaksudkan untuk membekali
prajurit Kopassus dengan pengetahuan Hukum HAM
dan Hukum Humaniter Internasional agar dapat
menyikapi perkembangan situasi yang berubah dengan
cepat dan dapat menyesuaikan dengan perubahan-
perubahan yang terjadi dilapangan.*

Kemudian juga pada tahun 2011, TNI Angkatan
Darat dan Komisi Nasional HAM memantapkan kerja
sama pendidikan HAM dan hukum humaniter bagi para
prajurit TNI. Kerja sama itu dikukuhkan dalam sebuah
nota kesepahaman yang ditandatangani Kepala Staf
Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI George Toisutta
dan Ketua Komisi Komnas HAM, Ifdhal Kasim.?» KSAD

31 tnimilid. 28 Juni 2007. Kopassus Mengadakan Pelatihan
Hukum Ham Dan Humaniter Internasional Dalam Operasi Militer
TA. 2007. Dapat diakses pada https://tni.mil.id/view-5991-kopassus-
mengadakan-pelatihan-hukum-ham-dan-humaniter-internasional-
dalam-operasi-militer-ta-2007.htm

32 Republika.co.id. 08 April 2011. TNI-AD dan Komnas
Samakan Persepsi Soal HAM. Dapat diakses pada https://nasional.
republika.co.id/berita/nasional/umum/11/04/08/ljc4v5-tniad-dan-
komnas-samakan-persepsi-soal-ham
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C.

juga mengharapkan kerjasama tersebut dapat memberi
dukungan dalam membangun karakter prajurit TNI
Angkatan Darat, yang lebih memahami Hukum HAM
dan Humaniter di dalam setiap pelaksanaan tugasnya,
karena penghormatan dan perlindungan terhadap HAM
menjadi persyaratan bagi bangsa Indonesia sebagai
negara demokrasi dan dalam menjalankan amanat
Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Deskripsi Tantangan Pemenuhan Mandat
Reformasi TNI

Tantangan pelaksanaan agenda reformasi TNI untuk

beberapa waktu kedepan sudah terlihat dari sekarang.
SETARA dalam catatan kinerja ini mencatat setidaknya
tantangan tersebut mewujud kedalam 2 agenda kedepannya,
yakni:

1L

Pergantian Panglima TNI;

Wacana pergantian Panglima TNI kembali
muncul ke permukaan. Sebab, Panglima TNI Marsekal
Hadi Tjahjanto segera memasuki masa pensiun pada
November 2021 mendatang. Marsekal Hadi Tjahjanto
yang dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 8
Desember 2017 (usia 54), pada November 2021 akan
genap berusia 58 tahun, yang merupakan batas usia
untuk pensiun bagi perwira TNI sebagaimana diatur
pada Pasal 53 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Salah satu isu yang mengemuka dalam setiap
pergantian Panglima TNI adalah rotasi antarmatra
bagi Panglima TNI berikutnya. Sehingga, pergantian

33 Ibid.
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ini menarik disimak bukan hanya karena persoalan
alih kepemimpinan, namun tentang upaya melanjutkan
rotasi antarmatra angkatan, yakni Angkatan Darat
(AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU),
dalam pergantian Panglima TNI. Pascareformasi, secara
umum rotasi antarmatra pada posisi Panglima Tentara
Nasional Indonesia (TNI) memang telah berjalan
dengan baik. Hal ini dapat dilihat melalui komposisi
mereka yang pernah menjadi Panglima TNI, yakni:

1) Laksamana Widodo : Angkatan Laut (AL),

2) Jenderal Endriartono Sutarto  : Angkatan Darat (AD),
3) Marsekal Djoko Suyanto : Angkatan Udara (AU),
4) Jenderal Djoko Santoso : Angkatan Darat (AD),
5) Laksamana Agus Suhartono  : Angkatan Laut (AL),

6) Jenderal Moeldoko : Angkatan Darat (AD),
7) Jenderal Gatot Nurmantyo : Angkatan Darat (AD),
8) Marsekal Hadi Tjahjanto : Angkatan Udara (AU).

Namun demikian, melalui komposisi diatas, pada
dasarnya kita dapat melihat rotasi yang macet dan
dominasi salah satu matra angkatan. Meskipun hal ini
merupakan domain preogratif Presiden dan disepakati
DPR, namun tetap kedudukan dan kesederajatan tiap-
tiap matra Angkatan perlu dipertimbangkan dalam
setiap pemilihan Panglima TNI.

Dominasi ini terjadi disebabkan Pasal 13 ayat (4)
UU TNI yang dalam pengaturannya memungkinkan
terjadinya ketidakharusan tentang rotasi antarmatra.
Potensi tersebut muncul melalui frasa “dapat” dalam
kalimat “jabatan Panglima TNI sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian” yang
memiliki tafsiran lain, yaitu boleh dilakukan dan boleh
tidak dilakukan, ihwal pergiliran posisi Panglima TNI.
Beda halnya jika kata “harus”, maka secara jelas pasal



tersebut mewajibkan bahwa posisi Panglima TNI itu
bergantian pada tiap-tiap matra Angkatan. Rotasi dalam
pergantian Panglima TNI ini mencerminkan ketentuan
Pasal 4 ayat (2) UU TNI, bahwa tiap-tiap angkatan
mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat.

2. TNI (dan Polri) Aktif sebagai Pj. Kepala Daerah

Salah satu persoalan yang tengah menjadi sorotan
publik adalah menyoal wacana pemerintah melalui
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk
membuka peluang bagi perwira tinggi TNI dan Polri
untuk menduduki kursi penjabat (Pj) kepala daerah
di tahun 2022 mendatang di 271 daerah. Wacana itu
berkembang merujuk pada peralihan kepemimpinan
menuju prosesi Pilkada serentak 2024.*

Kapuspen Kemendagri Benni Irwan menjelaskan
bahwa opsi penunjukan TNI/Polri aktif sebagai penjabat
kepala daerah sudah sesuai aturan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Bahkan, Benny
mengatakan penunjukan serupa sudah pernah dilakukan
sebelumnya. Semisal, pemerintah pernah menunjuk
Mayjen TNI Soedarmo sebagai Pj. Gubernur Aceh dan
Irjen Carlo Tewu sebagai Pj. Gubernur Sulawesi Barat.
Dua orang itu adalah pejabat pimpinan tinggi madya di
Kemendagri dan Kemenko Polhukam.*

Akan tetapi, penempatan TNI aktif sebagai Pj.
Kepala daerah tersebut secara nyata bertentangan
dengan UU TNI, khususnya Pasal 47 ayat (2) yang secara
eksplisit mengatur dan membatasi bahwa prajurit aktif

34 CNN Indonesia. 29 September 2021. TNI-Polri Penjabat Kepala
Daerah, Mengulang Dosa Orde Baru. Dapat diakses pada https://www.
cnnindonesia.com/nasional/20210928114434-32-700383/tni-polri-
penjabat-kepala-daerah-mengulang-dosa-orde-baru

35 Ibid.
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hanya dapat menduduki jabatan sipil pada kantor yang
membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan
Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden,
Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan
Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and
Rescue (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan
Mahkamah Agung.

Wacana Pj. Kepala daerah bagi TNI aktif ini
justru mencerminkan aparat militer yang sebelumnya
dikembalikan ke barak pascareformasi sebagai bagian
dari reformasi TNI, justru ditarik kembali ke ranah
sipil oleh pejabat sipil itu sendiri. Padahal, reformasi
ditubuh militer dilakukan untuk menciptakan militer
yang profesional dan kuat. Selain itu, konsiderans
huruf d TAP MPR No. VI/MPR/2000 Tahun 2000
tentang Pemisahan TNI dan Polri menyatakan peran
sosial politik dalam dwifungsi Angkatan Bersenjata
Republik  Indonesia ~ menyebabkan  terjadinya
penyimpangan peran dan fungsi TNI dan Polri
yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi
demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara,
dan bermasyarakat.[]



BAB 3
Kesimpulan dan Rekomendasi

ini pada dasarnya pernah terjadi pada tahun-tahun

sebelumnya, baik itu kekerasan oknum prajurit TNI
terhadap masyarakat sipil, penempatan TNI aktif di jabatan
sipil, dan seterusnya. Keberulangan model-model kasus
tersebut cenderung mencerminkan belum seriusnya TNI
maupun pemerintah dalam mengarusutamakan agenda-
agenda reformasi TNI. Jika hal-hal demikian dibiarkan terus
terjadi pada masa-masa mendatang, potensi yang muncul
adalah agenda reformasi TNI yang berjalan mundur. Capaian-
capaian yang terjadi pada tahun ini seharusnya perlu diikuti
oleh capaian pada bidang-bidang lainnya dalam reformasi
TNI, serta sampai kepada struktur prajurit di teritorial.

Pelbagai kasus yang tercatat dalam catatan kinerja

SETARA Institute merekomendasi beberapa hal dalam
rangka pemajuan reformasi TNI:

1. Presiden dan DPR serta para menteri dan pimpinan
lembaga tidak menggoda dan memastikan
profesionalitas TNI dengan tidak memberikan
jabatan-jabatan tertentu diluar jabatan sipil yang
dikecualikan UU TNI. Reformasi TNI harus
berjalan dua arah atau timbal balik: TNI fokus
melakukan reformasi dan presiden/DPR/politisi
sipil wajib menjaga proses reformasi itu berjalan
sesuai mandat Konstitusi dan peraturan perundang-
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undangan. Untuk memastikan profesionalitas
TNI, Presiden juga perlu mempertimbangkan
pembatalan wacana pengisian Pj. Kepala Daerah
oleh TNI (dan Polri) aktif untuk mengisi pos-pos
kepala daerah yang kosong karena masa jabatan
kepala daerah habis di 2022 dan 2023.

Presiden perlu mengevaluasi kinerja Kementerian
dalam kerangka agenda reformasi TNI. Beberapa
Kementerian justru menjadi pintu masuk
perluasan peran militer dalam ranah sipil, bahkan
Kementerian yang lingkup kerjanya diluar OMSP
dan jabatan sipil yang dikecualikan untuk TNI aktif
seperti yang disebutkan dalam UU TNI;

DPR perlu aktif dalam pengawasan setiap agenda
reformasi TNI, terutama dalam hal keterlibatan
DPR dalam kebijakan dan keputusan politik negara
yang menjadi dasar TNI dalam menjalankan
tugasnya sebagai alat negara di bidang pertahanan
dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) seperti
yang diatur dalam UU TNI;

Presiden, DPR, TNI, kembali membuat roadmap
reformasi TNI untuk mengantisipasi stagnasi
dan kemunduran reformasi TNI yang saat ini
nyaris tanpa arah. Desain penguatan pertahanan
dan profesionalitas TNI harus ditujukan untuk
merespons dinamika global dan tantangan
kemajuan teknologi informasi.

TNI perlu memastikan agar pelbagai capaian-
capaian yang telah mereka laksanakan, terutama
mengenai sosialisasi HAM, dapat terimplementasi
dan dipahami oleh prajurit-prajurit TNI secara
menyeluruh, termasuk sampai kepada lapisan-
lapisan prajurit di struktur territorial TNIL.[]
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Survei Opini Ahli Tentang
Kualitas Kandidat Panglima TNI
dan Roadmap Pascaketerpilihan

1. Latar Belakang

acana pergantian Panglima TNI kembali muncul
Wke permukaan. Sebab, Panglima TNI Marsekal

Hadi Tjahjanto segera memasuki masa pensiun
pada November 2021 mendatang. Marsekal Hadi Tjahjanto
yang dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 8
Desember 2017 (usia 54), pada November 2021 akan
genap berusia 58 tahun, yang merupakan batas usia untuk
pensiun bagi perwira TNI sebagaimana diatur pada Pasal 53
UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pasal 13 UU No. 34
tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) telah mengatur perihal
pengangkatan Panglima TNI. Adapun pengaturan tersebut
dirincikan sebagai berikut:

(1) TNI dipimpin oleh seorang Panglima.

(2) Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian Panglima
dilakukan berdasarkan kepenti-ngan organisasi
TNIL

(4) Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh
Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang
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(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf
Angkatan.

Untuk mengangkat Panglima sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Presiden mengusulkan
satu orang calon Panglima untuk mendapat
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap
calon Panglima yang dipilih oleh Presiden,
disampaikan paling lambat 20 (dua puluh)
hari tidak termasuk masa reses, terhitung sejak
permohonan persetujuan calon Panglima diterima
oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak
menyetujui calon Panglima yang diusulkan oleh
Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan
ayat (6), Presiden mengusulkan satu orang calon
lain sebagai pengganti.

Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui
calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden,
Dewan Perwakilan Rakyat memberikan alasan
tertulis yang menjelaskan ketidaksetujuannya.
Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak
memberikan jawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (7), dianggap telah menyetujui, selanjutnya
Presiden berwenang mengangkat Panglima baru
dan memberhentikan Panglima lama.

(10) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian

Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8),
dan ayat (9), diatur lebih lanjut dengan keputusan
Presiden.

Sesuai pengaturan Pasal 13 ayat (4) UU TNI, bahwa
jabatan Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari
tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai
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Kepala Staf Angkatan. Dengan aturan demikian, maka sejauh
ini terdapat tiga nama yang berpotensi menjadi penerus
Hadi, yakni Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal
TNI Andika Perkasa, KSAL Laksamana TNI Yudo Margono,
dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar
Prasetyo.* Sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) UU
TNI, Presiden akan mengajukan satu nama calon Panglima
TNI untuk menjalani fit and proper test atau uji kelayakan
dan kepatutan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

2. Rumusan Masalah

Pascareformasi, secara umum rotasi antarmatra pada
posisi Panglima TNI telah berjalan dengan baik. Hal ini
dapat dilihat melalui komposisi mereka yang pernah menjadi
Panglima TNI, yakni:

9) Laksamana Widodo : Angkatan Laut (AL),

10) Jenderal Endriartono Sutarto  : Angkatan Darat (AD),
11) Marsekal Djoko Suyanto : Angkatan Udara (AU),
12) Jenderal Djoko Santoso : Angkatan Darat (AD),
13) Laksamana Agus Suhartono  :Angkatan Laut (AL),

14) Jenderal Moeldoko : Angkatan Darat (AD),
15) Jenderal Gatot Nurmantyo : Angkatan Darat (AD),
16) Marsekal Hadi Tjahjanto :Angkatan Udara (AU).

Namun demikian, melalui komposisi diatas, pada
dasarnya kita juga dapat melihat rotasi yang macet dan
dominasi salah satu matra angkatan. Meskipun hal ini
merupakan domain preogratif Presiden dan disepakati DPR,
namun tetap kedudukan dan kesederajatan tiap-tiap matra
Angkatan perlu dipertimbangkan dalam setiap pemilihan
Panglima TNIL

36 Kompas.com.09 September2021. Komnas HAM Harap Panglima
TNI Selanjutnya Berani Mereformasi Peradilan Militer. Dapat diakses pada
baca:  https://nasional.kompas.com/read/2021/09/09/18323141/komnas-
ham-harap-panglima-tni-selan-jutnya-berani-mereformasi-peradilan
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Pemilihan Panglima TNI berikutnya pun pada dasarnya
tidak terlepas dari isu rotasi antarmatra dalam kesatuan TNI.
Berdasarkan kondisi tersebut, SETARA kemudian menyusun
penelitian ini sebagai upaya memberi masukan objektif
terhadap pengambil kebijakan dalam proses pemilihan
Panglima TNI. Masukan objektif tersebut berasal dari pelbagai
masukan ahli yang dideduksi melalui penelitian survei opini
ahli ini.

3. Kandidat Panglima TNI Yang Dinilai

Pasal 13 ayat (4) UU TNI menyebutkan bahwa jabatan
Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat
secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap
Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala
Staf Angkatan. Dengan aturan demikian, maka sejauh ini
terdapat tiga (3) nama yang berpotensi dan memenubhi syarat
untuk dipilih sebagai Panglima TNI berikutnya, yakni:

1) Jenderal TNI Andika Perkasa :
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD),
2) Laksamana TNI Yudo Margono :
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), dan
3) Marsekal Fadjar Prasetyo :
Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).

4. Desain Operasional Pertanyaan Penelitian

Pengertian kualitas kepemimpinan dalam survei ini
menyangkut banyak dimensi, yakni: Kapabilitas, integritas,
responsivitas, akseptabilitas, dan kontinuitas.

1. Kapabilitas: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), kapabilitas diartikan sebagai kemampuan atau
kecakapan dalam melakukan sesuatu.
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Dalam riset ini, kapabilitas dimaknakan dengan
kemampuan pemahaman individu terhadap lingkungan
strategis, seperti pemahaman geopolitik, politik regional,
reformasi TNI, dinamika ancaman (konvensional dan
non konvensional), persenjataan.

Integritas: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), integritas diartikan sebagai mutu, sifat, atau
keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh,
sehingga memiliki potensi dan kemampuan vyang
memancarkan kewibawaan; kejujuran.

Dalam riset ini, integritas dimaknakan dengan komitmen
individu  terhadap  antikorupsi, = penghormatan,
perlindungan, dan pemenuhan HAM, anti-kekerasan
dan diskriminasi perempuan, netralitas dalam politik,
serta penghormatan terhadap supremasi sipil dan
ketentuan hukum nasional.

Responsivitas: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), respons/ responsivitas diartikan sebagai cepat
(suka) merespons; bersifat menanggapi; cepat tanggap;
tergugah hati; bersifat memberi tanggapan (tidak masa
bodoh).

Dalamrisetini, responsivitas dimaknaidengankecakapan
dan kepedulian individu terhadap kesejahteraan prajurit
TNI, kasus-kasus kekerasan oleh prajurit TNI, peristiwa
kebencanaan, kritik publik, kebutuhan-kebutuhan
persenjataan TNI.

Akseptabilitas: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), akseptabilitas diartikan sebagai hal dapat masuk;
hal mudah dicapai; keberterimaan.

Dalam riset ini, akseptabilitas dimaknai dengan

keberterimaan dan komitmen individu dalam
membangun dan memperkuat hubungan TNI-Presiden,
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TNI-Parlemen, TNI-Polri, TNI-Kementerian/
Lembaga, dan TNI-elemen masyarakat (CSO, Ormas,
dan kelompok rentan terdiskriminasi).

5. Kontinuitas: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), kontinuitas diartikan sebagai kesinambungan;
kelangsungan; kelanjutan; keadaan kontinu.

Dalam riset ini, kontinuitas dimaknai dengan komitmen
individu terhadap keberlanjutan dan peningkatan
program-program TNI terdahulu (seperti: kemampuan
perang prajurit, pembangunan alutsista TNI, Sinergi
TNI-Polri) dan mendorong perbaikan-perbaikan
progresif untuk memperkuat profesio-nalitas TNI
(agenda reformasi TNI, seperti: mendorong revisi
UU peradilan militer dan memastikan tidak ada lagi
penempatan TNI aktif pada jabatan sipil di luar UU
TNI).

5. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai pemilihan Panglima TNI ini
memiliki empat (4) tujuan:

1) Menghimpun masukan ahli mengenai kriteria
normatif kualitas kepemimpinan Panglima TNI.

2) Menghimpun masukan ahli mengenai kriteria
kualitas personal calon Panglima TNI

3) Menghimpun dan memetakan masukan ahli
mengenai persoalan-persoalan prioritas pada
lingkup internal TNI.

4) Menghimpun dan memetakan masukan ahli
mengenai persoalan-persoalan prioritas pada
lingkup eksternal TNI.

Empat (4) tujuan penelitian diatas dimaksudkan untuk
dua hal, yakni: (1) memastikan pemilihan Panglima TNI
dilakukan secara profesional, terukur, dan menjadi bagian
dari reformasi TNI; dan (2) memberi roadmap bagi Panglima
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TNI dalam menata pembangunan TNI, baik secara internal
maupun eksternal.

6. Bagaimana Penelitian Ini Dilakukan

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode
kuantitatif dilakukan dalam bentuk survei menggunakan
metode purposif (purposive sampling). Survei ini dilakukan
terhadap 100 ahli yang telah dipilih dan ditetapkan SETARA
Institute dengan Kklasifikasi yang spesifik dan relevan
dengan penelitian ini, yakni ahli pada isu pertahanan dan
keamanan (Hankam), serta Hak Asasi Manusia (HAM).
Ahli-ahli tersebut berasal dari akademisi kampus dan elemen

masyarakat sipil (NGO/Ormas).
7. Nama-Nama Ahli [Yang Di Publikasi]:

Anton Aliabbas (Akademisi), Erwin Natosmal Oemar
(Centra Initiative), Stepi Anriani (Akademisi), Yusa Djuyandi
(Akademisi), Asrinaldi (Akademisi), Hardi Putra Wirman
(Akademisi), Feri Kusuma (Forum 4 de Facto), Raden Maisa
Yudono (Akademisi), Aditya Batara Gunawan (Akademisi),
Rizal Darma Putra (Lesperssi), Beni Sukadis (Akademisi),
Gina Sabrina (PBHI), Raafi Nurkarim (Public Virtue),
Ardimanto Adiputra (Imparsial), Evitarossi Budiawan
(Imparsial).

8. Sebaran Ahli

Adapun ahli-ahli dalam survei ini tersebar di beberapa
kota besar sebagai berikut: Medan, Bukittinggi, Padang,
Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Jember, Lamongan,
Surabaya, Kendari, Baubau, Makassar, Papua.

9. Temuan Penelitian

Dalam survei ini, pertanyaan penelitian terbagi empat
(4) klaster, yakni pertanyaan mengenai kriteria normatif
kualitas kepemimpinan Panglima TNI, penilajan ahli
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terhadap kualitas kepemimpinan masing-masing individu
calon Panglima TNI, persoalan prioritas internal TNI, dan
persoalan prioritas eksternal TNI. Berikut hasilnya:

a. Penilaian Ahli Terhadap Kriteria Normatif Kualitas
Kepemimpinan Panglima TNI:

Grafik 1
Kriteria Integritas
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Temuan survei ini, secara bulat (100 persen) ahli
menyatakan bahwa kriteria integritas penting dimiliki calon
Panglima TNI kedepannya. Rinciannya, 86 persen ahli
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menyatakan kriteria ini sangat penting dan 14 persen ahli
menyatakan penting. Pada bagian indikator kriteria, secara
umum ahli juga secara bulat (100 persen) menyatakan bahwa
ke-5 indikator pada kriteria integritas ini penting di miliki
oleh calon Panglima TNI kedepannya. Namun demikian,
jika diurutkan, komitmen antikorupsi menjadi indikator
paling penting menurut mayoritas ahli, yakni 82 persen ahli
menyatakansangat penting. Disusulkomitmen penghormatan
terhadap supremasi sipil dan ketentuan hukum sebesar 78
persen, kemudian komitmen penghormatan, perlindungan,
dan pemenuhan HAM sebesar 76 persen.

Grafik 2
Kriteria Akseptabilitas
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Temuan survei ini, mayoritas ahli menyatakan bahwa
kriteria akseptabilitas penting dimiliki calon Panglima TNI
kedepannya, yakni 96 persen. Namun demikian, terdapat
gradasi pendapat ahli yang cukup signifikan dalam hal ini,
yakni42 persen ahli menyatakan sangat penting, 42 persen ahli
menyatakan penting, dan 12 persen ahli menyatakan cukup
penting. Sementara hanya 4 persen ahli yang menyatakan
bahwa kriteria akseptabilitas tidak penting dimiliki calon
Panglima TNI kedepannya.

Pada jabaran indikator, survei ini menemukan bahwa
membangun dan memperkuat hubungan TNI-Presiden
menjadi indikator dengan penilaian tertinggi, yakni 98 persen
ahli menyatakan penting. Lalu disusul dengan indikator
membangun dan memperkuat hubungan TNI-elemen
masyarakat dengan 96 persen. Kemudian membangun dan
memperkuat hubungan TNI-Polri melengkapi 3 indikator
dengan penilaian tertinggi dari para ahli, yakni 92 persen.
Selain itu, survei ini juga menemukan variasi dan gradasi yang
signifikan pada tiap-tiap indikator dalam pemilihan ahli.

Hasil survei ini juga menemukan minoritas ahli yang
menyatakan tidak pentingnya indikator-indikator tertentu
padakriteriaini. Padaindikator membangun dan memperkuat
hubungan TNI-Parlemen, lalu indikator membangun
dan memperkuat hubungan TNI-Kementerian/ Lembaga,
minoritas ahli menyatakan bahwa ke 2 indikator ini tidak
penting dimiliki calon Panglima TNI kedepannya, masing-
masing 14 persen. Kemudian membangun dan memperkuat
hubungan TNI-Polri sebesar 8 persen.
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Grafik 3
Kriteria Responsivitas
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Temuan survei ini, secara bulat (100 persen) ahli
menyatakan bahwa kriteria responsivitas penting dimiliki
calon Panglima TNI kedepannya. Rinciannya, 56 persen
ahli menyatakan kriteria ini sangat penting, 40 persen ahli
menyatakan penting, dan 4 persen menyatakan cukup
penting. Pada aspek indikator kriteria, survei ini menemukan
terdapat 3 dari 5 indikator yang para ahli secara bulat (100
persen) menyatakan indikator tersebut penting dalam kriteria
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ini, yakni indikator responsif atas kesejahteraan prajurit TNI,
responsif atas peristiwa kebencanaan, dan responsif atas kritik

publik.
Grafik 4
Kriteria Kapabilitas
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Temuan survei ini, secara bulat (100 persen) ahli
menyatakan bahwa kriteria kapabilitas penting bagi dimiliki
calon Panglima TNI kedepannya. Rinciannya, 72 persen ahli
menyata-kan kriteria ini sangat penting, 22 persen ahli
menyatakan penting, dan 6 persen menyatakan cukup
penting. Pada aspek indikator, survei ini menemukan
terdapat 4 dari 5 indikator yang para ahli secara bulat
(100 persen) menyatakan indikator tersebut penting
dimiliki oleh calon Panglima TNI kedepannya, yakni
pemahaman geopolitik, pemahaman reformasi TNI,
pemahaman dinamika ancaman (konvensional dan non
konvensional), dan pemahaman persenjataan/alutsista.
Namun demikian, pemahaman politik regional pada
dasarnya tetap menurut mayoritas ahli penting, yakni
sebesar 96 persen.

Jika diurutkan dalam skala paling/sangat penting,
pemahaman geopolitik menjadi indikator yang menurut
mayoritas ahli sangat penting, yakni 72 persen. Di susul
kemudian pemahaman dinamika ancaman (konvensional
dan non konvensional) sebesar 70 persen dan pemahaman
reformasi TNI sebesar 68 persen.
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Grafik 5
Kriteria Kontinuitas
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Temuan survei ini, secara bulat (100 persen) ahli
menyatakan bahwa kriteria kontinuitas penting bagi dimiliki
calon Panglima TNI kedepannya. Rinciannya, 42 persen
ahli menyata-kan kriteria ini sangat penting, 42 persen ahli
menyatakan penting, dan 10 persen menyatakan cukup
penting. Pada aspek indikator, survei ini menemukan
terdapat 3 dari 5 indikator yang para ahli secara bulat (100
persen) menyatakan indikator tersebut penting di miliki
calon Panglima TNI berikutnya, yakni keberlanjutan dan
peningkatan kemampuan perang prajurit, melanjutkan
agenda reformasi TNI, dan mendorong pembaruan UU
Peradilan Militer. Namun demikian, 2 indikator lainnya
pada dasarnya juga menurut mayoritas ahli penting, yakni
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indikator keberlanjutan dan peningkatan program-program
TNI terdahulu, lalu indikator keberlanjutan dan peningkatan
pembangunan alutsista TNI yang sama-sama 98 persen.

Jika diurutkan dalam skala paling/sangat penting,
melanjutkan agenda reformasi TNI menjadi indikator
paling penting menurut mayoritas ahli, yakni 62 persen.
Lalu mendorong pembaruan UU Peradilan Militer dengan
56 persen, dan keberlanjutan dan peningkatan kemampuan
perang prajurit dengan 54 persen.

b.  Penilaian Ahli Terhadap Kualitas Masing-Masing
Individu Calon Panglima TNI:

Grafik 6
Kriteria Integritas
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Temuan survei ini, nilai rata-rata pada kriteria integritas
menunjukkan Jenderal Andika Perkasa unggul tipis atas
dua kandidat lainnya menurut penilaian para ahli. Dalam
skala 0-10, Jenderal Andika Perkasa (KSAD) mendapatkan
skor 7,84. Sementara Laksamana Yudo Margono (KSAL)
mendapatkan skor 7,83 dan Marsekal Fadjar Prasetyo (KSAU)
mendapat skor 7,70.

Pada aspek indikator, survei ini menemukan 3 dari 5
indikator pada kriteria integritas, menurut para ahli pada
bagian tersebut kandidat lainnya memiliki skor lebih tinggi
dari Jenderal Andika Perkasa. Pada indikator komitmen
antikorupsi, Laksamana Yudo Margono mendapatkan
penilaian tertinggi dengan skor 8,12, sementara Jenderal
Andika Perkasa mendapat skor 7,82 dan Marsekal Fadjar
mendapatkan skor 7,77. Persoalan/isu mengenai harta
kekayaaan, salah satunya mengenai akuntabilitas dan
transparansi Laporan Harta dan Kekayaan Pejabat Negara
(LHKPN), berpotensi mempengaruhi penilaian ahli
terhadap para kandidat. Pada isu ini, Jenderal Andika
Perkasa cenderung mendapat sorotan lebih.”

Lalu pada indikator komitmen penghormatan dan
pemenuhan HAM, Laksamana Yudo Margono juga
mendapatkan nilai tertinggi dengan skor 7,82. Marsekal
Fadjar pada posisi berikutnya dengan skor 7,65 dan
Jenderal Andika Perkasa dengan skor 7,50. Persoalan/
isu mengenai dugaan keterlibatan pelanggaran HAM,
berpotensi mempengaruhi penilaian ahli terhadap para
kandidat. Dalam hal ini, Jenderal Andika Perkasa juga

37 Lihat cnnindonesia.com. 04 November 2021. Koalisi
Sipil  Soroti  Jejak HAM dan Harta Rpl79 Miliar Andika
Perkasa. Dapat  diakses pada  https://www.cnnindonesia.com/
nasional/20211104114801-20-716510/koalisi-sipil-soroti-jejak-ham-dan-
harta-rpl79-miliar-andika-perkasa.
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cenderung lebih mendapat sorotan.*

Indikator berikut adalah komitmen netralitas dalam
politik. Pada indikator ini, Laksamana Yudo Margono
kembali mendapatkan nilai tertinggi dengan skor 7,90.
Marsekal Fadjar pada posisi berikutnya dengan skor 7,84
dan Jenderal Andika Perkasa dengan skor 7,79. Penilaian
ahli pada indikator ini berpotensi dipengaruhi oleh
pembacaan/analisis ahli mengenai potensi kedekatan-
kedekatan para kandidat dengan aktor dan/atau aktor
politik.

Sementara 2 indikator lainnya, menempatkan
Jenderal Andika Perkasa pada skor tertinggi dari kandidat
lainnya, yakni indikator komitmen anti kekerasan dan
diskriminasi perempuan, serta indikator komitmen
penghormatan terhadap supremasi sipil dan ketentuan
hukum nasional. Pada indikator ini, penilaian para ahli
berpotensi dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan, seperti
penghapusan tes keperawanan dalam petunjuk teknis
(juknis) terkait pemeriksaan kesehatan atau uji badan
bagi calon Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad).
Penghapusan tes kepera-wanan bagi calon Kowad juga
menjadi bentuk penyetaraan antara bagi laki-laki dan
perempuan. Kebijakan ini juga berlaku dalam pemeriksaan
hymen untuk para calon istri prajurit TNI AD.

38 Ibid.
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Grafik 7
Kriteria Akseptabilitas
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Temuan survei ini, nilai rata-rata pada kriteria
akseptabilitas menunjukkan Jenderal Andika Perkasa unggul
atas dua kandidat lainnya menurut penilaian para ahli. Dalam
skala 0-10, Jenderal Andika Perkasa (KSAD) mendapatkan
skor 8,04. Sementara Laksamana Yudo Margono (KSAL)
mendapatkan skor 7,78 dan Marsekal Fadjar Prasetyo (KSAU)
mendapat skor 7,65. Begitu pun pada aspek indikator, survei
ini menemukan Jenderal Andika Perkasa mengungguli 2
kandidat lainnya pada ke-5 indikator kriteria akseptabilitas.
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Keunggulan Jenderal Andika Perkasa pada kriteria
akseptabilitas, berikut indikatornya, berpotensi disebabkan
pembacaan/analisis ahli mengenai dinamika menjelang
keluarnya Surat Presiden (Surpres), terutama berkaitan
dengan massifnya dukungan terhadap Jenderal Andika
Perkasa dari pelbagai pihak, termasuk anggota DPR RI.
Dukungan tersebut berpotensi berimplikasi terhadap
penerimaan terhadap Jenderal Andika Perkasa.

Grafik 8
Kriteria Responsivitas
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Temuan survei ini, nilai rata-rata pada kriteria
responsivitas menunjukkan Jenderal Andika Perkasa unggul
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atas dua kandidat lainnya menurut penilaian para ahli. Dalam
skala 0-10, Jenderal Andika Perkasa (KSAD) mendapatkan
skor 8,20. Sementara Laksamana Yudo Margono (KSAL)
mendapatkan skor 8,11 dan Marsekal Fadjar Prasetyo (KSAU)
mendapat skor 7,99. Begitu pun pada aspek indikator, survei
ini menemukan Jenderal Andika Perkasa mengungguli 2
kandidat lainnya pada 4 dari 5 indikator kriteria responsivitas.
Pada indikator responsif atas kesejahteraan prajurit TNI,
Jenderal Andika Perkasa dan Laksamana Yudo Margono
mendapatkan penilaian yang berimbang dari para ahli, yakni
skor 8,09.

Grafik 9
Kriteria Kapabilitas
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Temuan survei ini, nilai rata-rata pada kriteria
kapabilitas menunjukkan Jenderal Andika Perkasa unggul
atas dua kandidatlainnya menurut penilaian para ahli. Dalam
skala 0-10, Jenderal Andika Perkasa (KSAD) mendapatkan
skor 8,25. Sementara Laksamana Yudo Margono (KSAL)
mendapatkan skor 8,15 dan Marsekal Fadjar Prasetyo
(KSAU) mendapat skor 8,03. Begitu pun pada aspek
indikator, survei ini menemukan Jenderal Andika Perkasa
mengungguli 2 kandidat lainnya pada 4 dari 5 indikator
kriteria kapabilitas.

Pada indikator pemahaman atas reformasi TNI,
Laksamana Yudo Margono mendapatkan penilaian
paling tinggi dari para ahli ketimbang 2 kandidat
lainnya, yakni skor 7,93. Sementara Jenderal Andika
Perkasa mendapatkan skor 7,78 dan Marsekal Fadjar
Prasetyo dengan 7,61. Isu/persoalan yang berkaitan
dengan dugaan keterlibatan pelanggaran HAM dan
akuntabilitas berpotensi menjadi dasar para ahli dalam
memberi skor ini. Pada isu/persoalan tersebut, Jenderal
Andika Perkasa mendapatkan sorotan lebih ketimbang 2
kandidat lainnya. Selain itu, secara umum, gambaran skor
pada tiap-tiap indikator memperlihatkan kapabilitas dari
setiap kandidat yang pada dasarnya mumpuni, khususnya
mengenai persenjataan dan dinamika ancaman.

53



== SETARA

et o Dy and Poce

Grafik 10
Kriteria Kontinuitas

Kriteria Kontinuitas

Penilaian ahii terhoadap kualitas masing-masing individu calon Panglima TNI

Nilai rata-rata

Bagamana kriteria keberlanjutan
dan peningkatan program-
program TNI terdahulu pada
kualitas calon Panglima TNI?

Bagamana kriteric keberlanjutan
dan peningkatan kemampuan
perang prajunt padao kualitas
personal calon Panglima TNI?

Bogamana krteria keberlonjuten
don peningkaton pembangunan
alutsste TN padao kualitas
personal colon Panglima TNI?

Bagoimana knteria melanjutkan
agenda reformasi TNI pado
kualtes personal calon Ponglima
TNI?

Begaimana kriteria mendorong
Pembaruan UU Peradilen Militer
pado kualtas personal colon
Panglima TNI?

Skala 0-10 (semackin besar, semakin baik)

7.90

8.00

825

82

7.52

7.50
o 2 3l al ry o 77 Iy o7 !
. Jenderal TN . Leksamana TNI Marsekol TNI
Anciks Perkasa Yudo Morgons Fodjor Prosetyo
(KSAD) (KSAL) IKsau)

Temuan survei ini, nilai rata-rata pada kriteria kontinuitas
menunjukkan Laksamana Yudo Margono unggul atas dua kandidat
lainnya menurut penilaian para ahli. Dalam skala 0-10, Laksamana
Yudo Margono (KSAL) mendapatkan skor 7,97. Lalu Marsekal
Fadjar Prasetyo (KSAU) mendapatkan skor 7,90 dan Jenderal
Andika Perkasa (KSAD) mendapatkan skor 7,75. Begitu pun pada
aspek indikator, survei ini menemukan bahwa dari ke-5 indikator,
penilaian ahli terhadap Laksamana Yudo Margono mengungguli 2

kandidat lainnya.
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Isu/persoalan yang berpotensi menjadi landasan
penilaian ahli adalah mengenai masa jabatan. Kandidat yang
memiliki masa jabatan paling lama, berkaitan dengan batas
umur, dianggap mampu melanjutkan pelbagai agenda TNI.
Dalam konteks ini, Jenderal Andika Perkasa memiliki masa
jabatan lebih singkat ketimbang 2 kandidat lainnya. Sehingga
dalam pembacaan/analisis ahli, hal demikian berpotensi
membuatnya tidak maksimal dalam agenda-agenda yang
berkaitan dengan kontinuitas.

¢. 5 (Lima) Persoalan Prioritas Internal TNI

Pada klaster pertanyaan ini, para ahli diberikan 10 list
persoalan-persoalan yang berkaitan dengan internal TNIL.
Selain dari 10 list yang diberikan, para ahli juga dipersilakan
untuk menambah daftar inventaris persoalan di luar 10
list yang telah diberikan. Adapun list persoalan-persoalan
tersebut sebagai berikut:

1. Pembaruan UU Peradilan Militer

2. Peningkatan Kesejahteraan prajurit

3. Penghapusan Kekerasan prajurit terhadap warga
sipil

4. Pemenuhan alutsista (Alat Utama Sistem
Persenjataan)

5. Penguatan hubungan TNI-Polri

6. Pengutamaan Dialog dalam penanganan Konflik di
Papua

7.  Penghentian Keterlibatan TNI dalam konflik lahan

8.  Pemastian Netralitas TNI dalam Pemilu/Pilkada

9. Pembaruan sistem merit untuk merespons perwira
non-job

10. Penghentian penempatan TNI aktif di jabatan sipil
di luar UU TNI

11. Lainnya.

Berdasarkan list persoalan tersebut, para ahli kemudian
diminta untuk memilih 5 persoalan internal yang dianggap
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sebagai prioritas yang harus diselesaikan oleh Panglima TNI
berikutnya. Hasilnya sebagai berikut:

Grafik 11
5 (Lima) Persoalan Prioritas Internal TNI
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Utama Sistem Per aan prajurit penanganan Konflik di Papua
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UUTNI

d. 5 (Lima) Persoalan Prioritas Eksternal TNI

Pada klaster pertanyaan ini, para ahli diberikan 10 list
persoalan-persoalan yang berkaitan dengan eksternal TNI.
Selain dari 10 list yang diberikan, para ahli juga dipersilakan
untuk menambah daftar inventaris persoalan di luar 10
list yang telah diberikan. Adapun list persoalan-persoalan
tersebut sebagai berikut:

1. Pelibatan proporsional TNI dalam mengatasi
Tindak Pidana Terorisme
2. Kelompok bersenjata
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3. Konflik Laut China Selatan

4.  Pelanggaran wilayah perbatasan

5. Mata-mata asing

6. Bencanaalam

7. Serangan siber

8.  Serangan nuklir, biologi, dan kimia

9.  Proxy War

10. Perang terbuka (perang konvensional)

11. Perompakan dan pencurian sumber daya alam
12. Lainnya.

Berdasarkan list persoalan tersebut, para ahli kemudian
diminta untuk memilih 5 persoalan eksternal yang dianggap
sebagai prioritas yang harus diselesaikan oleh Panglima TNI
berikutnya. Hasilnya sebagai berikut:

Grafik 12
5 (Lima) Persoalan Prioritas Eksternal TNI
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bersenjota Tindak Pidana Terorisme
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10. Kesimpulan
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1.

Secara prinsip, ke-3 kandidat Panglima TNI
memenuhi kriteria dalam variabel dan indikator
penelitian ini. Hal tersebut dapat dilihat melalui
penilaian yang pada umumnya diatas rata-rata bagi
masing-maisng kandidat.

Masing-masing kandidat memiliki keunggulan dan
kekurangan pada variabel dan indikator penelitian.

Penelitian ini merupakan bentuk dan bagian dari
partisipasi masyarakat sipil terhadap pemilihan
Panglima TNI yang professional.

k%



Daftar Pustaka

BUKU/LAPORAN

IDSPS. Backgrounder 4: Reformasi TNI, dalam Jaleswari
Pramodhawardani dan Mufti Mukaarim. Reformasi
Tentara Nasional Indonesia: Panduan Pelatihan Tata
Kelola Sektor Keamanan Untuk Organisasi Masyarakat
Sipil. Sebuah Toolkit.

Kontra$, 2009, Menerobos Jalan Buntu: Kajian terhadap Sistem
Peradilan Militer di Indonesia, KontraS: Jakarta

SETARA Institute. 2019. Jalan Sunyi Reformasi TNI. Dapat
diakses pada http://setara-institute.org/jalan-sunyi-
reformasi-tni/

MEDIA

CNN Indonesia. 18 Juni 2021. Kronologi 6 Prajurit
TNI AL Keroyok Warga di Purwakarta. Dapat
diakses pada https://www.cnnindonesia.com/
nasional/20210618124901-12-656173/kronologi-6-
prajurit-tni-al-keroyok-warga-di-purwakarta.

CNN Indonesia. 23 Agustus 2021. 2 Prajurit TNI Penyiksa
Anak SD Ditahan di Denpom Kupang, NTT. Dapat

59



diakses pada https://www.cnnindonesia.com/nasio-
nal/20210823100628-20-683892/2-prajurit-tni-
penyiksa-anak-sd-ditahan-di-denpom-kupang-ntt

CNN Indonesia. 01 September 2021. TNI AD Resmi Hapus
Tes Keperawanan Calon Kowad-Istri Prajurit. Dapat
diakses pada https://www.cnnindonesia.com/nasion
al/20210901142039-20-688350/tni-ad-resmi-hapus-
tes-keperawanan-calon-kowad-istri-prajurit

CNN Indonesia. 29 September 2021. TNI-Polri Penjabat
Kepala Daerah, Mengulang Dosa Orde Baru. Dapat
diakses pada https://www.cnnindonesia.com/nasio
nal/20210928114434-32-700383/tni-polri-penjabat-
kepala-daerah-mengulang-dosa-orde-baru

CNN Indonesia.com. 04 November 2021. Koalisi Sipil Soroti
Jejak HAM dan Harta Rp179 Miliar Andika Perkasa.
Dapat diakses pada https://www.cnnindonesia.com/
nasional/20211104114801-20-716510/koalisi-sipil-
soroti-jejak-ham-dan-harta-rp179-miliar-andika-
perkasa.

Detiknews. 20 November 2020. Sampai TNI yang Harus
Turunkan Baliho Rizieq, Ini Penjelasan Pol PP
DKI. Dapat diakses pada https://news.detik.com/
berita/d-5262902/sampai-tni-yang-harus-turunkan-
baliho-rizieq-ini-penjelasan-pol-pp-dki

Detiknews. 23 November 2020. Pangdam Jaya: TNI Turunkan
Baliho karena Satpol PP Dihadang FPI. Dapat diakses
pada https://news.detik.com/berita/d-5266181/
pangdam-jaya-tni-turunkan-baliho-karena-satpol-
pp-dihadang-fpi

Detiknews. 01 Agustus 2021. Aniaya 2 Pelajar Gegara Langgar
Prokes di NTT, Kopka EP Diamankan. Dapat diakses

60



pada https://news.detik.com/berita/d-5664866/
aniaya-2-pelajar-gegara-langgar-prokes-di-ntt-
kopka-ep-diamankan lihat juga pada https://news.
detik.com/berita/d-5664876/dandim-minta-maaf-
kopka-ep-aniaya-2-pelajar-di-ntt

Kompas.com. 21 April 2014. Ini Janji Jokowi-JK soal HAM.
Dapat diakses pada https://nasional.kompas.com/
read/2014/05/21/1630112/Ini.Janji.Jokowi-JK.soal.
HAM

Kompas.com. 23 November 2017. Hendardi Usulkan Revisi
UU TNI Terkait Praktik Peradilan bagi Anggota TNI.
Dapat diakses pada https://nasional. kompas.com/
read/2017/11/23/20304401/hendardi-usulkan-revisi-
uu-tni-terkait-praktik-peradilan-bagi-anggota-tni.

Kompas.com. 17 November 2020. Tak Puas dengan Tuntutan
11 Oknum TNI, Keluarga Korban Penganiayaan Akan
Mengadu ke Komnas HAM. Dapat diakses pada https://
megapolitan.kompas.com/read/2020/11/17/20530371/
tak-puas-dengan-tuntutan-11-oknum-tni-keluarga-
korban-penganiayaan-akan

Kompas.com. 17 November 2020. 11 Oknum TNI
Terlibat ~ Penganiayaan hingga Tewas, Dituntut
Penjara, 2 Orang Ditambah Pemecatan. Dapat
diakses  pada  https://megapolitan.kompas.com/
read/2020/11/17/16582081/11-oknum-tni-terlibat-
penganiayaan-hingga-tewas-dituntut-penjara-2-
orang?page=all

Kompas.com. 27 Juli 2021. TNI AU Tahan Prajurit yang
Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke.

Dapat diakses pada https://nasional. kompas.com/
read/2021/07/27/20203221/tni-au-tahan-prajurit-

61



yang-lakukan-kekerasan-terhadap-warga-di-merauke

Kompas.com. 01 September 2021. TNI AD Sebut Penghapusan
Tes Keperawanan Bentuk Penyesuaian Perkembangan
Zaman. Dapat diakses pada https://nasional.kompas.
com/read/2021/09/01/15534531/tni-ad-sebut-
penghapusan-tes-keperawanan-bentuk-penyesuaian-
perkembangan?page=all

Kompas.com. 09 September 2021. Komnas HAM Harap
Panglima TNI Selanjutnya Berani Mereformasi
Peradilan Militer. Dapat diakses pada baca: https://
nasional.kompas.com/read/2021/09/09/18323141/
komnas-ham-harap-panglima-tni-selanjutnya-
berani-mereformasi-peradilan

KontraS.org. 22 April 20201. Pengadilan Militer Tinggi II
Jakarta Menghapus Sanksi Pemecatan Terhadap Para
Pelaku Penyiksaan, Bukti Peradilan Militer Menjadi
Ruang Impunitas. Dapat diakses pada  https://
kontras.org/2021/04/22/pengadilan-militer-tinggi-
ii-jakarta-menghapus-sanksi-pemecatan-terhadap-
para-pelaku-penyiksaan-bukti-peradilan-militer-
menjadi-ruang-impunitas/

Mediaindonesia. 20 November 2020. Tuntutan 11 Anggota
TNI Pengeroyok Sipil masih Rendah. Dapat
diakses pada https://mediaindonesia.com/politik-
dan-hukum/362464/tuntutan-11-anggota-tni-
pengeroyok-sipil-masih-rendah

Republika.co.id. 08 April 2011. TNI-AD dan Komnas
Samakan Persepsi Soal HAM. Dapat diakses pada
https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/
umum/11/04/08/ljc4v5-tniad-dan-komnas-samakan-
persepsi-soal-ham

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi
Sektor Keamanan. 25 Januari 2021. Pembentukan
Komponen Cadangan Pertahanan Negara Tidak

62



Mendesak dan Harus Ditunda: Tuntaskan Reformasi
TNI. Lihat  https://imparsial.org/pembentukan-
komponen-cadangan-pertahanan-negara-tidak-
mendesak-dan-harus-ditunda-tuntaskan-reformasi-
tni/

Tirto.id. 22 November 2020. Keadilan Telah Runtubh:
Hukuman Ringan TNI yang Siksa & Bunuh Jusni.
Dapat diakses pada https://tirto.id/keadilan-telah-
runtuh-hukuman-ringan-tni-yang-siksa-bunuh-
jusni-f7ed

Tirto.id. 25 Mei 2021. Saat Jenderal TNI Menjabat Staf Khusus
Menteri Sandi. Dapat diakses pada https://tirto.id/
saat-jenderal-tni-menjabat-staf-khusus-menteri-
sandi-gggW

Tirto.id. 23 Agustus 2021. Dua Prajurit TNI Penganiaya Bocah
13 Tahun Ditahan di Denpom Kupang. Dapat diakses
pada  https://tirto.id/dua-prajurit-tni-penganiaya-
bocah-13-tahun-ditahan-di-denpom-kupang-giRM

tni.mil.id. 28 Juni 2007. Kopassus Mengadakan Pelatihan
Hukum Ham Dan Humaniter Internasional Dalam
OperasiMiliter TA.2007.Dapatdiakses padahttps://tni.
mil.id/view-5991-kopassus-mengadakan-pelatihan-
hukum-ham-dan-humaniter-internasional-dalam-
operasi-militer-ta-2007.htm

Tribunnews.com. 10 Februari 2021. TNI Gandeng 3
Instansi  pada  Sosialisasi HAM dan Hukum
Humaniter Internasional Untuk Satuan Operasi.
Dapat diakses pada https://www.tribunnews.com/
nasional/2021/02/10/tni-gandeng-3-instansi-pada-
sosialisasi-ham-dan-hukum-humaniter-internasio-
nal-untuk-satuan-operasi

VOA Indonesia. 12 Agustus 2021. Komnas Perempuan Sambut
Baik Penghapusan “Tes Keperawanan” di TNI AD.
Dapat diakses pada https://www.voaindonesia.com/a/

63



komnas-perempuan-sambut-baik-penghapusan-tes-
keperawanan-di-tni-ad/5999328.html

PRODUK HUKUM

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara
Nasional Indonesia

64



Profile Penulis

IKHSAN YOSARIE merupakan Sarjana
Ilmu Politik yang menyelesaikan studi S1 di
Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas,
Padang pada tahun 2017. Ketika mahasiswa,
Ikhsan aktif di organisasi ekstra kampus,
yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
dan intra kampus seperti UKM Pengenalan
Hukum dan Politik Universitas Andalas.
Sejak Maret 2018 hingga kini, Ikhsan aktif
sebagai peneliti di SETARA Institute for
Democracy and Peace. Selain itu, saat ini
Ikhsan juga sedang menjalani Magister
Ilmu Politik di Universitas Indonesia,
Jakarta.

Selama di SETARA, Ikhsan terlibat
dalam banyak diskusi, seminar, dan
Focussed Group Discussion (FGD) untuk
isu HAM dan Sektor Keamanan. Beberapa
diantaranya:

o FGD mengenai Peran Masyarakat
Sipil dalam Pertisipasi Pemantauan
Reformasi Sektor Keamanan:
Penyusunan Instrumen  Bersama
Pemantauan Sektor Keamanan yang
diadakan Imparsial pada Agustus 2018
di Jakarta.

o FGD mengenai Upaya Melanjutkan
RSK Guna Mewujudkan Sistem

65



Keamanan Nasional Dalam Rangka Menjaga Stabilitas
Keamanan Nasional yang diadakan Dewan Ketahanan
Nasional pada Februari 2019 di Jakarta.

o  Sebagai pembicara pada diskusi publik mengenai
Pengaturan dan Praktik Tugas Militer Selain Perang yang
diadakan Imparsial-Magister Ilmu Politik Universitas
Andalas pada Desember 2019 di Padang.

o  Sebagai pembicara pada diskusi publik mengenai
Pelibatan Militer dalam Penanganan Aksi Terorisme yang
diadakan Jaringan Survei Inisiatif-Analisa Demokrasi
Institute-FISIP Universitas Syiah Kuala pada Oktober
2020 secara daring.

o Sebagai pembicara pada diskusi publik mengenai
Pelibatan Militer dalam Penanganan Aksi Terorisme
yang diadakan MARAPI Research and Consulting—Prodi
Hubungan Internasional FISIP Universitas Andalas pada
November 2020 secara daring.

o FGD mengenai Kajian Pembentukan Komponen
Cadangan yang diadakan Puslitbang Direktorat Strategi
Pertahanan Kementerian Pertahanan pada Juni 2021
secara daring.

o Sebagai pembicara pada diskusi publik mengenai
Menakar Kandidat Panglima TNI: Peluang, Hambatan,
dan Tantangan Penguatan Militer Indonesia yang
Profesional dan Modern yang diadakan Bidang
Pertahanan dan Keamanan Pengurus Besar Himpunan
Mahasiswa Islam (PB HMI) pada Juli 2021 secara daring.

Ikhsan concern pada isu HAM dan Reformasi Sektor
Keamanan, serta aktif menulis topik-topik yang berkaitan
dengan Reformasi Sektor Keamanan (RSK), terutama
reformasi TNI. Ikhsan juga terlibat langsung dalam penulisan
pelbagai riset dan laporan mengenai Sektor Keamanan,
seperti:

66



Laporan 2 dekade reformasi TNI berjudul “Jalan Sunyi
Reformasi TNI” (SETARA Institutue: 2019).

Evaluasi Dua Dekade Reformasi TNI (Ikhsan Yosarie
dan Al Araf, salah satu chapter dalam buku Involusi
Reformasi Sektor Keamanan Indonesia, Imparsial: 2019)

Laporan reformasi TNI pada 1 Tahun Pemerintahan
Jokowi-Maruf: Ketiadaan Political Will Pemerintah
Terhadap Reformasi TNI (SETARA Institutue: 2020).

Menerbitkan buku berjudul Resistansi Militer: Perihal
Kekuatan Politik Militer (Kabarita, 2020).

Menerbitkan buku berjudul QUO VADIS? Jalan Sunyi
Agenda Reformasi TNI Pascaorde Baru (Kabarita, 2021).

Puluhan artikel opini yang dimuat dipelbagai media
cetak nasional, seperti:

o Ikhsan Yosarie. Hak Politik dan Alat Negara. Opini
Kompas 01 Februari 2018

R . Pilpres 2019 dan Netralitas TNI. Opini
Kompas 11 April 2018

R . Reformasi dan Hal-hal yang Belum Selesai.
Opini Kompas 21 Mei 2018

R . Neo Militeristik Sipil. Opini Kompas 30 Juli
2018

R . Ihwal Usulan Wajib Militer. Opini Kompas
01 Juli 2019

R . Menyoal Wacana Pendidikan Militer di

Kampus. Opini Kompas 15 September 2020.

L . Menutupi Puncak Gunung Es. Opini
Kompas.id 17 Mei 2021.

R . Pekerjaan Rumah Pelaksanaan Pemolisian
Demokratik. Opini Kompas.id 10 September 2021.[]

67



68

ISMAIL HASANI menyelesaikan

~ Program Doktor IImu Hukum dari

Universitas Gajah mada (UGM) pada
2019. Sejak 2003, Hasani mengampu
mata kuliah Hukum Tata Negara,
Hukum dan HAM, Hukum Konstitusi
dan Ilmu Perundang-undangan di
Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Syarif Hidayatullah. Selain sebagai
dosen, jejak aktivisme dijalaninya sejak
masih mahasiswa hingga terdampar
di Perhimpunan Bantuan Hukum dan
HAM (PBHI) pada tahun 2001-2004.
Saat ini tercatat sebagai Ketua Majelis
Anggota Nasional (MAN) PBHI periode
2017-2022. Di tahun 2005, bersama 28
tokoh, pemikir, dan aktivis mendirikan
SETARA Institute for Democracy
and Peace, sebuah organisasi riset dan
advokasi kebijakan yang menaruh
perhatian pada bidang HAM, rule
of law, pluralisme, demokrasi dan
perdamaian. Di SETARA Institute, saat
ini tercatat sebagai Direktur Eksekutif.

Untuk membangun pemahaman
tentang keadilan jender, sambil
mengelola SETARA Institute, juga
membantu program Perempuan dan
Konstitusi  (2005-2009) di Komnas
Perempuan, yang salah satunya
melahirkan  buku riset tentang
Pelembagaan  Diskriminasi  dalam
Tatanan Negara-Bangsa (2009), sebagai
salah satu buku riset pertama tentang
perda diskriminatif dan dampaknya
terhadap hak asasi manusia, khususnya
hak perempuan.



Berbagai buku riset telah ditulis dan disuntingnya,
termasuk menulis untuk media massa dan jurnal ilmiah.
Beberapa kontribusi karyanya antara lain Dinamika
Perlindungan Hak Konstitusional Warga (2013), Masa Depan
Mahkamah Konstitusi (2013) The Decreasing Space for Non-
Religious Expression in Indonesia dalam Tim Lindsey &
Helen Pausacker, Religion, Law and Intolerance in Indonesia,
Routledge, London and New York (2016) dan Pengujian
Konstitusionalitas Perda: Respons Ketatanegaraan atas
Perda Intoleran-Diskriminatif, diterbitkan oleh Kepustakaan
Populer Gramedia (2020).

Penulis dapat dihubungi melalui email: ismailhasani77@
gmail.com.

69



70



PROFILE

SETARA Institute for Democracy and Peace

Pendahuluan

SETARA Institute adalah perkumpulan individual/perorangan
yang didedikasikan bagi pencapaian cita-cita di mana setiap
orang diperlakukan setara dengan menghormati keberagaman,
mengutamakan solidaritas dan bertujuan memuliakan manusia.

SETARA Institute didirikan oleh orang-orang yang peduli pada
penghapuskan atau pengurangan diskriminasi dan intoleransi atas
dasar agama, etnis, suku, warna kulit, gender, dan strata sosial lainnya
serta peningkatan solidaritas atas mereka yang lemah dan dirugikan.

SETARA Institute percaya bahwa suatu masyarakat demokratis akan
mengalami kemajuan apabila tumbubh saling pengertian, penghormatan
dan pengakuan terhadap keberagaman. Namun, diskriminasi dan
intoleransi masih terus berlangsung di sekitar kita bahkan mengarah
pada kekerasan. Karena itu langkah-langkah memperkuat rasa
hormat atas keberagaman dan hak-hak manusia dengan membuka
partisipasi yang lebih luas diharapkan dapat memajukan demokrasi
dan perdamaian.

SETARA Institute mengambil bagian untuk mendorong terciptanya
kondisi politik yang terbuka berdasarkan penghormatan atas
keberagaman, pembelaan hak-hak manusia, penghapusan sikap
intoleran dan xenophobia.

Visi Organisasi

Mewujudkan perlakuan setara, plural dan bermartabat atas semua
orang dalam tata sosial politik demokratis.
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Nilai-nilai Organisasi

1. Kesetaraan
2. Kemanusiaan
3.  Pluralisme
4. Demokrasi

Misi Organisasi

1.  Mempromosikan,

asasi manusia.

pluralisme, humanitarian, demokrasi dan hak

Melakukan studi dan advokasi kebijakan publik dibidang

pluralisme, humanitarian, demokrasi dan hak asasi manusia

3.
4.

Keanggotaan

SETARA Institute ini

Melancarkan dialog dalam penyelesaian konflik
Melakukan pendidikan publik

beranggotakan individu-individu yang peduli

pada promosigagasan dan praksis pluralisme, humanitarian, demokrasi,
dan hak asasi manusia, yang bersifat perorangan dan suka rela.

Managemen Organisasi

Dewan Nasional

Ketua
Sekretaris
Anggota

Badan Pengurus
Ketua

Wakil Ketua
Sekretaris

Wakil Sekretaris
Bendahara
Direktur Riset
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: D. Taufan

: Despen Ompusunggu
: Ismail Hasani
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1.  Abdurrahman Wahid
2. Ade Rostiana S.

3. Azyumardi Azra

4.  Bambang Widodo Umar
5. Bara Hasibuan

6. Benny K. Harman

7.  Benny Soesetyo

8. Bonar Tigor Naipospos
9. Budi Joehanto

10. D. Taufan

11. Despen Ompusunggu
12. Hendardi

13. Ismail Hasani

14. Kamala Chandrakirana
Alamat

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Luhut MP Pangaribuan
M. Chatib Basri
Muchlis T

Pramono Anung W
Rachlan Nashidik
Rafendi Jamin
Dwiyanto Prihartono
Robertus Robert
Rocky Gerung

Saurip Kadi

Suryadi A. Radjab
Syarif Bastaman
Theodorus W. Koekeritz
Zumrotin KS
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BUKU yang tengah anda baca ini merupakan hasil
dua L aporan, yakni C atatan K inerja R eformasi TNI
2021 dan T emuan Survei Opini Ahli Mengenai
Kualitas Kandidat Panglima TNI. Buku ini di susun
sebagai p artisipasi e lemen masyarakat s ipil, dalam
hali ni S ETARA Institute, terhadap r eformasi T NI
pasca 20 tahun reformasi. Melalui laporan ini, tetap
bergulir harapan agar TNI terus melakukan reformasi
internal, pun demikian sipil juga harus m engawasi
dan m enghormati upayar eformasi yangt engah
dilakukan TNI. Melalui laporan ini juga, diharapkan
dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, dan
TNI secara khusus, agar k ebijakan-kebijakan yang
dibuat m aupun tindakan-tindakan yang d iambil
selalus elaras denganR eformasiT NI dan
mencerminkan n iatan mewujudkan t entara yang
tangguh dan profesional.
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